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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024 secara berkelanjutan, terintegrasi,
konsisten, efektif, dan efisien, diperlukan pedoman
berupa Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2020-2024;

bahwa untuk menjabarkan dan melaksanakan Visi, Misi
dan Agenda Presiden Republik Indonesia di bidang
penanaman modal yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 , maka diperlukan perencanaan strategis di bidang
penanaman modal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
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Mengingat

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); pindah
menjadi angka 7

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK /2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1791); pindah menjadi angka 6

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2020-2024 merupakan pedoman dalam menyusun rencana
kerja bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
meliputi:
a. pendahuluan;
b. visi, misi, dan tujuan;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan

kerangka kelembagaan;

d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup.

(2) Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 2 yang termuat dalam Sistem
Informasi KRISNA-Rencana Strategis merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2015 tentang Rencana  Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 560), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2015 tentang Rencana  Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 683) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman
modal. Bagian Kondisi Umum membahas mengenai capaian di bidang
penanaman modal pada periode 2015-2019 dan upayva-upaya yang telah
dilakukan. Sedangkan potensi dan permasalahan mengulas mengenai
analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan di bidang
penanaman modal yang akan dihadapi pada periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum Penanaman Modal

Realisasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman
Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan dari Rp463,1 triliun
pada tahun 2014 menjadi Rp545.,4 triliun pada tahun 2015, Rp612,8
triliun pada tahun 2016, Rp692,8 triliun pada tahun 2017, Rp721,3
triliun pada tahun 2018 dan Rp809,6 triliun pada tahun 2019, Secara
rata-rata, realisasi penanaman modal pada periode 2015-2019 tumbuh
sebesar 11,9 persen. Nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2015-
2017 telah melampaui target vang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu
sehesar 105,0 persen dari target pada tahun 2015, 103,0 persen dari
target pada tahun 2016, dan 102,1 persen dari target pada tahun 2017.
Namun pada tahun 2018, terjadi perlambatan dimana pertumbuban
penanaman modal hanya sebesar 4,1 persen schingga nilai realisasi
penanaman modal pada tahun tersebut hanya mencapai 94,3 persen
dari target. Pada tahun 2019, nilai realisasi penanaman modal kembali
melampaui target yaitu sebesar 102,2 persen dari target Rp792,0 triliun.

Realisasi PMDN juga terus mengalami peningkatan dari Rp156,1
triliun pada tahun 2014 menjadi Rp179,5 triliun pada tahun 20135,
Rp216,2 triliun pada tahun 2016, Rp262,3 triliun pada tahun 2017,
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Rp328,6 triliun pada tahun 2018, dan Rp386,5 triliun pada tahun 2019,
Di samping itu, realisasi PMA mengalami peningkatan dari Rp307,0
triliun pada tahun 2014 menjadi Rp365,9 triliun pada tahun 2015,
Rp396,6 triliun pada tahun 2016, dan Rp430,5 triliun pada tahun 2017.
Realisasi PMA mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi
sebesar Rp 3927 triliun, namun kembali meningkat menjadi Rp423,1
triiun pada tahun 2019, Dalam rangka meningkatkan keterlibatan
investor dalam negeri, Pemerintah menargetkan kontribusi PMDN dalam
RPJMN 2015-2019. Kontribusi PMDN sebesar 32,9 persen pada tahun
2015 belum mencapai target sebesar 33,8 persen. Namun kontribusi
PMDN terus mengalami peningkatan dan memenuhi target pada tahun-
tahun selanjutnya dimana kontribusi PMDN mencapai 35,3 persen pada
tahun 2016 (target 35,0 persen), 37,9 persen pada tahun 2017 (target
36,3 persen), 45,6 persen pada tahun 2018 (target 37,6 persen), dan
47,7 persen pada tahun 2019 (target 38,9 persen). Perkembangan
penanaman modal pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014 - 2019

Tahun

t
Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realiuuid FMARD 307,0 | 3659 | a%%6,6 | 4305 | 3927 | 423,
Traliun)

e .
Targes FMA (Bp 2073 | 8437 | 3864 | 4200 | 467.4 | 4837
Irliun)
Bealisai PUDN(D: | a3 179,5 216,2 | 2623 | 3285 | 386,5
Triliun)
Tazget EMDN (Rp 1593 | 1758 | 2084 | 2498 | 2076 | 3083
Triliurn) ’ g ' ) '
Rocal BeelisasifRp 463,1 | 5454 | 6128 | 6928 | 7213 | 8096
Triliun) |
Tossll Targer (Rp 4566 | 5195 | 5948 | 6788 | 7650 | 7920
Triliurn)
g:""““ Realisasl ' ., 4% | 105,0% | 103,0%  102,1% | 94,3% | 102,2%
Pertumbuhan (%) 16,2% | 17,8% | 12,4% @ 13,1% | 4.1% | 12,2%

Sektor sekunder memiliki kontribusi realisasi penanaman modal
tertinggi dan terus meningkat dari 43,0 persen pada tahun 2014 (nilai
realisasi Rp199,1 triliun) menjadi 43,3 persen pada tahun 2015 (nilai
realisasi Rp236,0 wiliun), dan 54,8 persen pada tahun 2016 (nilai
realisasi Rp335,8 wriliun). Namun kontribusi realisasi penanaman modal
tertinggi mulai bergeser ke sektor tersier sejak tahun 2017 dengan

kontribusi sebesar 42,3 persen (nilai realisasi Rp293,3 triliun) dan terus
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meningkat menjadi 50,9 persen pada tahun 2018 (nilai realisasi Rp366,9
triliun) dan 57,5 persen pada tahun 2019 (nilai realisasi Rp4635,3
triliun). Scecara kumulatif pada tahun 2015-2019, scktlor tersier juga
menjadi penvumbang terbesar dalam realisasi penanaman maodal dengan
kontribusi sebesar 15,2 persen, disusul oleh sektor sekunder dengan
kontribusi sebesar 38,0 persen, dan sektor primer dengan kontribusi
schesar 16,8 persen. Pergeseran realisasi penanaman modal dari sektor
sekunder menjadi sektor tesier salah satunva disebabkan oleh pesatnya
perkembangan ekonomi digital. Nilai realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.2,

Tabel 1.2.
Realisasi Penanaman Modal Bocdasar:nn Sektor Tahun 2014 - 2019
Reslisasi Penanaman Tahun

Modal 2014 2015 2016 2017 2018 2019
| Primer (Rp Triliun) al1,7 95,0 89,0 124,7 132,1 128,3
'Kontribusi Primer (% 19,8% | 17,4% | 14,5% | 18,0% | 18,3% 15,8%
| Sekunder (Rp Triliun) 199,1 236,0 3358 2748 2223 216,0
;R’br_{i}ibﬁéi Sckunder (%) | 43,0% | 43,3% | 54,8% | 39,7% | 30,8% | 26,7%
%Tersicr (Rp Triliun) 172,3 2144 188,0 263,3 366,9 465,3
‘;Kunlrihusi Tersier (%) 372% | 393% | 30,7% | 42,3% | 50,9% 57,5%
| Total (Rp Triliun) 463,1 545,4 612,8 l 6928 721,3 809,6

Realisasi penanaman modal di luar Jawa terus mengalami
peningkatan dari Rp199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 248,7
triliun pada tahun 2015, Rp 284,1 triliun pada tahun 2016, Rp 302,9
triliun pada tahun 2017, Rp 315,9 triliun pada tahun 2018 dan Rp375,0
triliun pada tahun 2019. Realisasi penanaman modal di Jawa juga terus
meningkat dari Rp263,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 296,7
triliun pada tahun 2015, Rp 328,7 triliun pada tahun 2016, Rp389,9
triliun pada tahun 2017, Rp105,4 triliun pada tahun 2018, dan Rp434,6
triliun pada tahun 2019, Meski terjadi peningkatan pada kontribusi
realisasi penanaman modal di Luar Jawa dari 43,1 persen pada tahun
2014 menjadi 45,6 persen pada tahun 2015 dan 46,4 persen pada tahun
2016, namun terjadi penurunan kontribusi realisasi penanaman modal
di Luar Jawa menjadi 43,7 persen pada tahun 2017, Hal ini disebabkan
oleh pertumbuhan realisasi penanaman modal di Jawa vang lebih tinggi

pada tahun terscbut. Kontribusi realisasi penanaman modal di Luar

www.peraturan.go.id



2020, No.622

Jawa kembali meningkat menjadi 43,8 persen pada tahun 2018, dan
46,3 persen pada tahun 2019, Realisasi penanaman modal di Jawa dan
Luar Jawa pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.

Kontribusi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Jawa
Tahun 2014 - 2019

Realisasi Penanaman

Modal

Jawa (Rp Triliun) 263,3 | 2067 | 328,7 | 3899 | 4054 | 434,6
Kontribusi Jawa (%) 596,9% | 54,4% | 53,6% | 56,3% | 56,2% 33,7%
Luac Jawa (Ep 1998 | 2487 | 2841 | 3029 | 3159 | a750
Triliun)
pntresm st 43,1% | 45,6% | 46,4% | 437% | 43,.8% | 46,3%
Jawal%)

| Total (Rp Triliun) | 463,1 [ 5454 | 6128 | 6928 | 721,3 | 809,6

Berdasarkan Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019, terdapat
3 (tiga) program BKPM pada tahun 2015-2019 yaitu Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnyva BKPM, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM, serta Program
Peningkatan Dayva Saing Penanaman Modal. Namun sejak tahun 2017,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM digabung
ke dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BKPM. Evaluasi Kinerja Program BKPM Tahun 2015-2019 dapat
dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Evaluasi Kinerja Program BKPM Tabun 2015 - 2019

Tahun
2017

Keterang

i st 2015

Sasaran Indikator

Program

2016 2018

1 |Program Meningkatnyva | Opini Badan | Target wTP WTe WTe wTP WTP |
Dukungan | kapasitas Pemeriksa S o WTE WE Belum
Manajemen | kelembagaan |Keuangan healisees WIE dilakukan |
dan BKPM dalam | (BFPK| Capaian | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai -
Pelaksanaan |mendukung |Kategori  |‘Target B B B B B |
Tugas Teknis |tugas dan Laporan L Belum
Lainnya fungsi BKPM | Kinerja SrRlinesy i i i e dilakukan |
BKPM Instans o o - o |

Pemerintah | Capasan | Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai -
V LAKIA

2 | Program Meningkatnya | Persentase | Target 100% 100% 100% 100% 100% |
Peningkatan |kuantitas dan |tercapainya Program | Program Pooarats
Sarana dan | kualitas peningkatan | Realisast 100% 66,89% | dihentik | dihentik | g.

0% dihentikan |
Prasarana sarana dan sarana dan an an
Aparatur prasarana prasarana T Program | Program | 1
BKPM kerja di Capaian | Tercapai Doak . | dihentik | dihentik Prou g
Tercapai dihentikan
pusat dan an an
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-10-
Kotorang Tahun
No Program Sasaran Indikator 2 2015 2016 2017 2018 2019
dacrah
Program Meningkatnya |Realisas: Tars Rp.519, | Rp.594 8 | Rp.678, | Rp.765, | Rp792,0
Peningkatan | kualitas iklim |Investas: i & Triliun [ Triliun |8 Triliun |O Triliun | Trilkun
Daya Saing | penanaman Realisasi Rp.545, | Rp612,8 | Rp.692, | Rp.721, | Rp809,6
Penanaman | modal dan 4 Triliun | Triliun |8 Trliun |3 Triliun | Triliun
Maodal realisasi Tercapai
4 i ;
e Capaian | Tercapai | Tercapai | Tercapai Qld,:f'% Tercapai
target
Rasin Target 45,6% | 49,1% | 52,8% | 57,4% 62,0% |
realisasi Realisast | 45,6% 46,4% 43,7% | 43,8% 46,3%
penanamar ‘ ; :
maodal di Capaian | Tercapai TTi(‘lak' . TTujak‘ . T'n(i&k, i T"ni’,&k. :
feioa- Yaa ercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapai
Rasio Target '33,8% | 35,0% | 36,3% | 37,6% 38,9%
realisasi Realisasi | 32,9% 35,3% 37,9% | 45,6% 47.7%
;‘J’;‘;ﬂ 0 Capaian Telaks Tercapai | Tercapai | Tercapai | Tercapat
e Tercapai pe P pa pa
ke |Turger | 3o |15 dars 32 [ 527 | 025 au
Masyarakat gl | i & ‘Skala 4 -
(TKM] atas 3.0? 3,10 dari 3,10 3,4:? 3,27 dari
pelavanan | Realisasi dan Skala 4 dari dani Skala 4
penanamar Skala 4 Skala 4 | Skala 4
Sl pach ; Tidak | Tidak | Tidak : :
PTSP Pusat | Capaian G .| Tercapai | Tercapai
di BKPM Tercapai | Tercapai | Tercapai

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BKPM selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada
Indikator “Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)", BKPM sclalu
mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 10
(sepuluh) tahun terakhir, termasuk pada tahun 2015-2018 (sesuai
dengan target WTP yang tercantum dalam Renstra BKPM Tahun 2015-
2019. Hal ini menunjukkan bahwa BKPM merupakan lembaga
Pemerintah yvang akuntabel dan kredibel. Selain itu pada indikator
“Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)", BKPM secara
konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2018 memperoleh predikat ‘BB’
untuk LAKIP (melampaui target predikat ‘B’ yang tercantum dalam
Renstra BKPM Tahun 2015-2019).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM
hanva dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Program ini
hanva memiliki 1

(satu) indikator yaitu “Persentase tercapainya

peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah”, dimana
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target indikator tersebut hanya tercapai pada tahun 2015. Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat pemotongan Anggaran
Belanja Pemerintah.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal memiliki 4
(empat) indikator yaitu “Realisasi Investasi”, “Rasio realisasi penanaman
modal di luar Jawa”, “Rasio realisasi investasi PMDN”, serta “Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada
PTSP Pusat di BKPM”. Untuk indikator “Realisasi Investasi”, target tidak
tercapai pada tahun 2018 karena terdapat perubahan sistem dalam
proses pelayanan perizinan pada tahun tersebut. Pada tahun lainnya,
target indikator tersebut selalu tercapai. Sementara itu untuk indikator
“Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa”, capaian 45,6 persen
pada tahun 2015 sesuai dengan target pada tahun tersebut. Namun
pada tahun-tahun selanjutnya, capaian pada indikator tersebut tidak
mencapai target. Capaian indikator “Rasio realisasi penanaman modal di
luar Jawa” adalah sebesar 46,4 persen pada tahun 2016 (target 49.1
persen), 43,7 persen pada tahun 2017 (target 52,8 persen), 43,8 persen
pada tahun 2018 (target 57,4 persen), dan 46,3 persen pada tahun 2019
(target 62,0 persen). Guna mendukung peningkatan realisasi
penanaman modal di luar Jawa, BKPM turut berperan dalam pemberian
pelayanan dan fasilitas perizinan dan non perizinan pada pusat-pusat
perekonomian baru dan klaster-klaster industri berupa Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), serta Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Untuk indikator
“Rasio realisasi investasi PMDN”, capaian sebesar 32,9 persen pada
tahun 2015 tidak mencapai target sebesar 33,8 persen. Namun capaian
pada tahun berikutnya selalu mencapai target, dengan capaian sebesar
35,3 persen pada tahun 2016 (target 35,0 persen), 37,9 persen pada
tahun 2017 (target 36,3 persen), 45,6 persen pada tahun 2018 (target
37,6 persen), dan 47,7 persen pada tahun 2019 (target 38,9 persen).

Seluruh usaha peningkatan investasi tidak terlepas dari kepuasan
investor, yang dapat dilihat pada indikator “Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di
BKPM?”. Target indikator tersebut tidak tercapai pada tahun 2015-2017,
dimana capaian IKM pada tahun 2015 adalah sebesar 3,09 dari skala 4
(target 3,1 dari skala 4), 3,10 dari skala 4 pada tahun 2016 (target 3,15
dari skala 4) dan 3,10 dari skala 4 pada tahun 2017 (target 3,20 dari
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skala 4). Namun pada periode tersebut, seluruh indikator menunjukkan
angka penilaian dengan predikat B/Baik (rentang 62,51-81,25).
Indikator dengan nilai capaian terendah  adalah waktu  pelayanan
(berada pada rentang 2,83-2,72) dan prosedur pelayvanan (berada pada
rentang 2,86-2,88). Pada tahun 2018 dan 2019 target IKM berhasil
melebihi capaian target yang sudah ditentukan, vaitu dengan capaian
IKM 3,43 dari skala 4 pada tahun 2018 (target 3,25 dari skala 4), dan
3,27 dari skala 4 pada tahun 2019 (target 3,25 dari skala 4).

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang)

Beberapa faktor menjadi kekuatan BKPM dan peluang untuk
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di
Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam vang sangat kava,
baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Indonesia memiliki
potensi yang besar di bidang sumber daya pertambangan seperti
batubara, emas, nikel, bijih besi, dan sebagainva. Demikian pula dengan
potensi sumber dava vang berasal dari sektor pertanian, Indonesia
memiliki banyak sumber dava pertanian yvang berpotensi besar, seperti
kelapa sawit, teh, Kopi, karet, cengkeh, tembakau, dan sebagainva,
Pulau Sumatera misalnva, memiliki potensi sumberdava alam sepert
gas alam, minyvak, emas, perak, hasil hutan, timah, batubara, granit,
dan karet. Pulau Kalimantan memiliki potensi bahan tambang dan
pertanian seperti kelapa sawit, rotan, karet, minyak bumi, bijih besi, gas
alam cair, minyvak bumi, dan timah. Pulau Sulawesi kava akan sumber
daya alam berupa emas, batuan, mangan, hasil hutan, nikel, tembaga,
dan timah. Sementara itu, Maluku dan Papua sangat kaya akan sumber
daya logam dan mineral.

Kedua, peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi
(Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan investasi/PMTB tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2015,
4,48% pada tahun 2016, 6,15% pada tahun 2017, 6,67% pada tahun
2018, dan 1,45% pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan PMA
dan PMDN tercatat sebesar 17,8% pada tahun 2015, 12,4% pada tahun
2016, 13,1% pada tahun 2017, 4,1% pada tahun 2018, dan 12,2% pada
tahun 2019. Pertumbuhan PMA dan PMDN vyang lebih tinggi
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dibandingkan pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan bahwa peran
PMA dan PMDN terhadap investasi/PMTE dan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2015-2019 sangat penting.

Tabel 1.5.
Perkembangan Realisasi PDB, PMTB dan PMA-PMDN
Tahun 2015-2019
Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019
PDB (% pertumbuhan) 4.8 5,02 5,07 5,17 5,02
PMTH (% pertumbuhan) 5,07 4,48 6,15 6,67 4,45
Kontribugs PMTB thd PDB (%) 33,19 32,57 32,16 32,29 | 32,33

Realisasi PMA dan PMDN: (Rp

3 2 92 21,4
Triliun) 545,4 612,8 5928 721,83 | 8096

Pertumbuhan PMA dan PMDN (%) 17,8 12,4 13,1 4,1 12,2
Sumber: BPS dan BKPM, diolah (2019) '

Ketiga, terjadinya pergeseran paradigma penanaman modal di
Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke
sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya
industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN). Terkait hal tersebut, arah kebijakan penanaman modal
harus mendorong berkembangnva market base didukung oleh sektor
vang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Keempat, US News & World Report menempatkan Indonesia di
urutan ke-18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019,
peringkat Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya
(tahun 2018) yang menempati urutan ke-2 dari 25 Negara. Hasil survei
ini sangat berbeda hasilnya dibandingkan talun lalu dimana saat itu top
5 Negara terbaik untuk investasi ditempati oleh Filipina (Peringkat 1),
Indonesia (Peringkat 2), Polandia (Peringkat 3), Singapura (Peringkat 4)
dan Malaysia (Peringkat 5). Namun, pada survey vang lain vaitu CEO
World Magazine (2019), Indonesia masih menempati peringkat ke-4 dari
67 negara sebagai sebuah Negara yang memiliki daya tarik kuat di
bidang investasi dengan skor 84.4. Indikator terbaik Indonesia adalah
kebijakan pemerintah dengan skor 82, sedangkan indikator terendah
Indonesia adalah institutional framework dengan skor 50. Tingginya skor
kebijjakan  pemerintah ini menunjukkan  bahwa  formula  kebijakan

pemerintah di bidang investasi di mata dunia menunjukkan kinerja vang
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sangat baik. Kondisi seperti ini merupakan potensi dalam upaya

peningkatan penanaman modal.

Tabel 1.6.
Daya Tarik Investasi Beberapa Negara

Economic Government b Institutional SR Market. Trade
Rank Country Score X Labor and Potenti
Stability Policies Framework Openess
Force Research
1 Malaysia 85.8 S50 57 76 58 635 76 53
2 |[Poland 852 | 63 75 74 55 6l 61 76
3 | Philippines | 84.6 78 70 85 85 68 60 73
4 |Indonesia | 84.4 53 82 56 50 81 61 54
5 |Australia 841 80 Sl 65 o4 56 52 78
& | Singapore | 83.7 75 48 74 o8 75 79 53
7 India 83.6 56 66 53 o8 63 65 72

Sumber: CEO World Magazine, 2019,

Dalam laporan ASEAN Business Outlook Survey (ABOS) tahun
2018 vang dikeluarkan oleh US Chamber of Commerce, Indonesia juga
merupakan negara tujuan terbaik untuk investasi selain Singapura,
Malaysia, dan Vietnam. Terdapat setidaknya dua faktor yang mengalami
peningkatan kepuasan oleh investor Amerika, vaitu infrastruktur dan
insentif  pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan
pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh vang positil terhadap
aliran investasi ke dalam negeri. Namun demikian, terdapat pula faktor
vang mengalami penurunan kepuasan. Dua faktor vang menurun
kepuasannyva yaitu ketersediaan tenaga kerja dan kondisi politik negara.
Diperkirakan pemilu dan pasca pemilu vang terjadi pada bulan April
memberikan dampak terhadap investor. Investor akan menunggu
kepastian  politik pasca pemilu untuk menanamkan modalnya di
Indonesia. Kepuasan terhadap sistem politik Indonesia bahkan turun
29% dalam enam tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kerja juga
merupakan faktor yang mengalami penurunan kepuasan oleh investor.,
Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM
vang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD
(40,7 persen), sementara tidak semua tenaga Kerja Iulusan pendidikan
vang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan
dunia kerja. Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan
antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja

menjadi isu-isu vang perlu ditangani dalam peningkatan produktvitas.
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Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan
manusia (IPM) meningkat menjadi 75,35 pada tahun 2024,

Kelima, berkembangnya ckonomi  digital.  Dalam  rangka
mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0, perlu
disusun dokumen hvestment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo
info khusus untuk bidang ekonomi digital. BKPM juga dapat
mengusulkan KEK seperti Silicon Valley yvang difokuskan sebagai
kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka
mendorong peningkatan kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan dari
industri digital di masa depan.

Keenam, pcluang untuk melakukan investasi di luar negeri
(outward investment] scbagai salah satu potensi dalam mendukung
perluasan pasar produk dalam negeri. Diperlukan peningkatan dalam
mekanisme pendataan perusahaan Indonesia vang melakukan outward
investment, mengingat saat ini belum terdapat kewajiban bagi
perusahaan Indonesia yang menanamkan modalnya ke luar negeri
untuk melaporkan kegiatannya ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah
juga perlu melakukan fasilitasi terhadap investor yang melakukan
investasi ke luar negeri untuk meningkatkan outward investment.

Ketujuh, pemanfaatan dan penerapan sistem 0SS diharapkan
dapat mempermudah investor maupun calon investor., Sistem ini akan
menjadi sebuah sistem vang terintegrasi vang mampu meningkatkan
pelayanan di bidang penanaman modal. Beberapa perbaikan vang akan
dilakukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain:

a) Integrasi sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang di
daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan
pada saal memasukkan permohonan izinnya. Hal ini disebabkan
banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha namun
tidak dapat berjalan secara kKomersial karena tidak sesuai dengan
tata ruangnya, dan

b) Penyvempurnaan sistem OSS  sesuai dengan  perkembangan
kebutuhan investor,

Kedelapan, pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data
potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta
kesesuaiannva dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman

modal vang sesuai dengan tren global, perlu peningkatan kapasitas
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sumber daya manusia yang ada di daerah melalui sosialisasi dan
komunikasi dengan daerah secara berkala. Terkait kesesuaian dengan
kapasitas daerah, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait
peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan
pemetaan karakter tenaga kerja (SDM) dan sosial penduduk daerah di
luar pemetaan potensi sumber daya alam yang ada.

Kesembilan, pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yvang
kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat
terlihat dari penghargaan Kementerian Keuangan kepada BKPM atas
capaian laporan keuangan selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut
dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kesepuluh, Indonesia merupakan salah satu negara dengan
jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,35 juta) dengan struktur
demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan
menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta), yang menjadikan Indonesia
sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu
daya tarik penanaman modal. Hal ini akan menambah peluang
penanaman modal dan meningkatkan penyebaran penanaman modal

sehingga akan lebih merata.

1.2.2. Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan BKPM dan
tantangan dalam pencapaian target kinerja BKPM dan pertumbuhan
ckonoemi Indonesia pada periode 2020-2024 antara lain:

Pertama, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan
ckonomi dari 5,0 persen pada tahun 2014 menjadi 4,9 persen pada
tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun
2016, 5,1 persen pada tahun 2017, dan 5,2 persen pada tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 5,02 persen pada
tahun 2019. Indonesia diprediksi dapat masuk menjadi negara
berpendapatan tinggi dalam 20 tahun ke depan dengan syarat
pertumbuhan ekonomi di atas 5,50 persen. Apabila Indonesia tidak
melakukan apapun maka pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia

akan terus berada di bawah S persen.
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Tabel 1.7.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2014-2019 (%)
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RPJMN 51 | 58 6.6 71 7:5 8.0

Rencana Kerja
Pemenntah (RKP)
Realisasi 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.02
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP, dan BPS, diolah (2019)

5.5 5.8 5.7 58 5.6 5.3

Kedua, terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia,
termasuk Amerika Serikat dan China. Selama tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023, IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi
dunia akan mengalami stagnasi pada tingkat 3,73 persen pada tahun
2018 dan menjadi 3,60 persen pada tahun 2023. Begitu juga
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akan mengalami
penurunan dari 2,88 persen menjadi hanva 1,38 persen. China tidak
terlepas juga dari perlambatan ekonomi dunia dengan mengalami
penurunan  pertumbuhan ekonomi dari 6,60 persen menjadi 5,60
persen. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan
hanya berkisar pada angka 5,4 persen dalam lima tahun ke depan.
Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia ini secara tidak
langsung akan berdampak pada penanaman modal di Indonesia.

Ketiga, penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan
akan terus berlanjut dari 45,24 persen pada tahun 2017 menjadi 4,18
persen  pada tahun 2018, 4,00 persen pada tahun 2019 dan
diperkirakan akan menjadi 3,20 persen pada tahun 2023. Selain itu,
terjadi pengetatan moneter (monetary tightening) sebagai akibat dari
trade war vang berdampak luas pada perekonomian global, tidak
terkecuali Indonesia. Pengetatan moneter dilakukan oleh Amerika
Serikat dengan menaikkan suku bunga dari 2,5 persen pada tahun 2018
menjadi 3,25 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan menjadi 3,5
persen pada tahun 2020, Begitu juga dengan negara Uni-Eropa yang
menaikkan suku bunganya sebesar 0,5 persen pada periode vang sama.
Dampak beruntun dari monetary tighteming, China rebalancing, dan
pertumbuhan global adalah menurunkan permintaan efektif dunia.
Perang dagang dan pengetatan moneter ini bila tidak diantisipasi akan
menimbulkan  peningkatan  defisit transaksi berjalan, melambatnya
ekspor, menurunkan surplus transaksi modal dan finansial, serta

fluktuasi nilai tukar.
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Keempat, dayva tarik investasi negara-negara peers, khususnya
dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan membuat
perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan relokasi perusahaannya
ke negara lain untuk menghindari tarif yang tinggi, salah satunya
Indonesia. Akan tetapi, negara-negara tetangga (peer countries) juga
memiliki daya tarik investasi vang tinggi dalam menerima relokasi
investasi tersebut. Perlunya peningkatan dava saing investasi
dibandingkan dengan negara peer vang dapat dilihat dari beberapa
aspek, salah satunya adalah melalui peringkat Indonesia dalam Survei
EoDB 2019 yvang dilakukan World Bank International Finance Corporation
(World Bank-1FC). Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk
meningkatkan iklim usaha untuk perbaikan peringkat kemudahan
berusaha namun belum optimal, Survey EoDB menempatkan Indonesia
pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja
keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara
lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6
di antara 8 negara ASEAN (dapat dilihat pada tabel 1.8)

Tabel 1.8
Perkembangan Peringkat Ease of Doing Business Negara-Negara di ASEAN
No Negara Ehean
2015 2016 2017 2018 2019 2020
I | Singapura 1 1 2 2 2 2
2 | Malaysia 18 18 22 24 15 12
3 | Tailand 26 49 46 23 27 21
4 | Brunei 101 824 72 56 55 o6
S | Vietnam 78 Q0 82 68 69 70
"6 |Indonesia | 114| 109 | 91 72| 73| 73
7 | Bilipina 95 103 99 113 124 as
8 | Laos 148 134 139 141 171 154

Sumber: EoDB (2019)

Dalam laporan tahunan Institute for Management Development
(IMD) World Competitiveness Center pada tahun 2019, peringkat daya
saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat
dibandingkan tahun 2018 vaitu dari posisi ke-13 menjadi posisi ke-32.
Namun berdasarkan Global Competitiveniess Index (GCl) yang
dikeluarkan oleh World Economy Forum, posisi Indonesia menurun dari
peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019.

Dua aspek vang membuat Indonesia turun peringkat vaitu efisiensi
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pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, vang menjadi
sorotan utama bagi para pelaku usaha vaitu masih tingginya biava-biaya
tak perlu (redundancy cost). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi
perhatian  utama vaitu  produktivitas tenaga kerja yang rendah.
Singapura menjadi negara dengan daya saing terbaik di Asia disusul
China di posisi 13, Taiwan 17, Malaysia 22, Jepang 25, Korea Selatan
27, Thailand 30, India 44, dan Filipina 50.

Kelima, Stok infrastruktur Indonesia meningkat menjadi 43
persen pada awal tahun 2019 dari 35 persen pada 2015, namun masih
di bawah negara-negara peers. Jika dibandingkan dengan beberapa
negara lain, maka infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Seperti
China yang stok infrastrukturnya mencapai sekitar 76 persen dan
Jepang sekitar 176 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi vang
sangat besar bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur dan
logistiknva dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi secara
memadai dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdaya
bersaing.

Keenam, belum optimalnva performa sistem logistik di Indonesia.
Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) scorecard pada tahun 2018,
Indonesia berada pada peringkat 46 dengan nilai 3,15. Seluruh indikator
masih memiliki nilai yang rendah, namun perbaikan utamanya perlu
dilakukan pada indikator custom (nilai 2,67; peringkat 62 dari 160
negara) dan indikator infrastructure (nilai 2,89; peringkat 54 dari 160
negara).

Ketujuh, tren Incremental Capital Qutput Ratio (ICOR) vang
meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif
mendorong PDB. Angka [COR pada tahun 2011 tercatat sebesar 5,5 dan
meningkat menjadi 6,8 pada tahun 2017. Angka ini masih jauh di atas
negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan
Vietnam. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya pembangunan
infrastruktur vang efeknya baru terasa beberapa tahun ke depan.

Kedelapan, investasi tidak menunjang produktivitas karena
Foreign Direct Investment (FDI) vang masuk ke Indonesia relatif lebih
rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas
belum sesuai harapan. Hal ini tercermin pada akumulasi barang modal
vang rendah, yvang menunjukkan bahwa investasi di scktor industri

relatif kecil dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kontribusi
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realisasi sektor industri di sektor sekunder cenderung menurun secjak
2017. Terkait hal ini, penanaman modal harus mampu meningkatkan
kesempatan kerja, mendorong produktivitas dan nilai tambah, terjadinya
kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, serta memberikan
dampak dalam bentuk transfer teknologi.

Kesembilan, merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sejak akhir tahun 2019. Pada 11 Maret 2020, World Health
Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 telah
menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang
luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang
telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada
perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam
laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020.
Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena
ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat
dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia. Dampak terbesar
COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat
penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat
pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang
tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019
Tiongkok menempati posisi kedua dalam daftar negara yang paling
banyak menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai realisasi

penanaman modal sebesar 4,74 miliar USD dari 2.130 proyek.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang
ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat
diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut
harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana
Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu
strategis tersebut adalah:

(1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,

(2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan

(3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor

needs.
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BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

Bab ini memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan,
dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Penyusunan Tujuan, dan
Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dilakukan dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPM.

2.1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna
tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi
Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali cleh Presiden pada Sidang
Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang
menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk
melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20
Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Walkil
Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-
2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan
Walkil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam
Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi
Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 {delapan) dari 9

(sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
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. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

S AW =

. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2.3. Tujuan

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi
Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024
adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk
menjadikan Indenesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk

mendukung pelayanan publik yang prima.

2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan
dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau
beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
vang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam
RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai
dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau
setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan vang ada dalam
RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan.

www.peraturan.go.id



3. 2020, No.622

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional yaitu “Meningkainva nilai tambah, lapangan
kerja, investasi, ckspor, dan daya saing perckonomian” scbagaimana
tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan
sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis
vang ingin dicapai olech BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan

Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan
Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan BKPM
terhadap
Pelaksanaan Misi Sasaran Strategis
Presiden dan Wakil
Presiden

Dukungan BKPM
terhadap Visi

Presiden dan Wakil
Presiden

BKPM yang Andal, Struktur Ekonomi Terwujudnya 1, Meningkatnya
Profesional, [novatif, | yang Produktif, peningkatan daya saing realisasi

dan Berintegritas Mandiri, dan Berdaya | penanaman modal penanaman modal
dalam Pelayanan Saing untuk menjadikan 2, Meningkatnya
kepada Presiden dan Indonesia sebagai kKepercayaan
Wakil Presiden negara tujuan pelaku usaha /
untulk Mewujudkan penanaman modal penanam modal
Visi dan Misi Pengelolaan Terwuwjudnya tata kelola | 3, Terwujudnya
Presiden dan Wakil Pemerintahan yang dan penguatan birokrasi yang
Presiden: “Indonesia | Bersih, Efektif, dan kelembagaan untuk bersih, efektif, dan
Maju yang Terpercava mendukung pelayanan melayani
Berdaulat, Mandin, publik yang prima,

dan Berkepribadian

berlandaskan

Gotong Royong.”
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BAB IIl. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini memuat Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, Arah Kebijakan dan
Strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM, Kerangka Regulasi
Penanaman Modal, serta Kerangka Kelembagaan BKPM. Arah kebijakan dan
strategi nasional didasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 , yang menjadi
dasar dalam penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi BKPM dan pedoman
dalam penyusunan Program dan Kegiatan BKPM, Kerangka Regulasi

Penanaman Modal, serta Kerangka Kelembagaan BKPM.

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi
sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi
pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan
perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan
negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income
country/MIC) vang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya
manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan
jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai
sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan
proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka
pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik,
serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan
RPJPN tahun 2020-2025.Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indeonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
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Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan
melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

95) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya,;

7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga;

8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
dan

9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.
Kelima arahan tersebut mencakup:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global;

2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat,

3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk
regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2
(dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU
Pemberdayaan UMKM;

4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

S5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran

bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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RPJPN tahun 2005 - 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan
Arahan Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun
2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan. Dalam hal ini, BKPM mendukung agenda pembangunan
nomoer 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yvang Berkualitas dan Berkeadilan”. Peningkatan inovasi dan kualitas
Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara
adil dan merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan
dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan

digital.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran
pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan
dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran
pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi,
Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah
kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di
Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha
dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.
Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan
melalui:

1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar
sektor dan wilayah;

2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian
fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan
untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus
Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan

retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan
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peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik;

3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan
industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining,
penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian
dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah
daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam
negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan
diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal
bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan
perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan
ketenagakerjaan secara efektif;

4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan

5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara
lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada

jaringan internasional.

Sasaran pembangunan, arah kebijakan, indikator dan target
nasional pada tahun 2024 yang terkait dengan BKPM dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
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Sasaran

Pembangunan

Meningkatnya
nilai tambah,
lapangan
kerja,
investasi,
ekspor, dan
daya saing
perekonomian

Arah
Kebijakan

Peningkatan
nilai tambali,
lapangan
kerja, dan
investasi di
sektor riil dan
industrialisasi

-28-

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Nasional
pada Tahun 2024 yang Terkait dengan BKPM

Indikator

Peringkat
kemudahan
berusaha di
Indonesia
(ranking
EoDB|vang
ditunjukkan
antara lain
dengan
meningkatnya
indikator
memulai
usaha!
a, jumlah
prosedur
b. waktu
(hari)

2020

Menuju
40

2021

Menuju

40

Target

2022

Menuju
40

2023

Menuju
40

2024

Menuju
40

o

Nilai Realisasi
PMA dan
PMDN (Rp
Triliun}
Kontribusi
PMDN
terhadap total
realisasi PMA
dan PMDN
(%)

47,4

Q91,3

47,8

1.128,3

48,3

1.294,1

48,9

49,5

Nilai realisasi
PMA dan
PMDN
industri
pengolahan
(Rp Triliun)

246,3

316,3

4222

573,2

7820

Kontribusi
realisast
investasi luar

Jawa(%)

45,6

46,2

47,4

48,5

49,7

Penerapan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik

bertahap bertahap bertahap

bertahap| Selesai

Sumber: Lampiran III dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Keterangan: a) Capaian tiga trivulan pertama tahun 2019

b) Prognosa/ estunasi tahun 2019
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Dalam rangka mencapal gazaran pembangunan jangks menengah,
pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,7 - 6,0
perzen per tahun, melalui peningkatan produktivitaz, investazi yvang
berkelanjutan, perbaikan pazar tenaga kerja, dan peningkatankualitas
3DM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross Nofionod
Income (GNI) per kapita (Aflas Aethod]) diharapkan meningkat menjadi
USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024, Skenario Pertumbuhan
Ekonomi pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di
bawsah ini:

CGambar 3.1
Skenario Pertumbuhain Ekonomi Tahun 2020-2024

&5

Sumber: ERJMN tahun 2020-2024

Di zigi permintaan domestik, konsumei masyarakat (rumah tangga
dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT| diharapkan tumbuh
rata-rata 5,4-5,6 pergen per tahun., Peningkatan konsumsi masyarakat
didorong oleh peningkatan pendapatan magyarat  seiring  dengan
penciptaan lapangan kerja yvang lebih begar dan lebih bail, stabilitas
harga, dan bantuan gogial pemerintah yang lebih tepat sasaran,
Kongumsai pemerintah tumbuh rata-rata 4,7-4,9 perzen per tahun
didulkung oleh peninglkatan belanja pemerintah, baik puzat maupun
tranzfer ke daerah, szeiring dengan peninglkatan pendapatan negara,
terutama penerimaan perpajakan.

Elkzpansi perelkonomian 2020-2024  terutama diderong  oleh
peningleatan investasi (Pembentulan Modal Tetap Bruto/FMTE| yang
tumbuh &,56-7,0 pergen per tahun, Untuk mencapai target terzebut,
investasi swasta (asing maupun dalam negeri] didorong melalui deregulasi
progedur  inwvestasi, ginkronizazi dan  harmonigasi  peraturan

perizinan,termasuk meningkatkan BEase of Doing DBusiness [(EoDE)]
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Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada
tahun 2024, Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan
investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur,
Hal ini ditunjukkan salah satunva dengan peningkatan stok infrastruktur
menjadi 494 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga
dilakukan melalui  peningkatan produktivitas, vang mendorong
peningkatan efisiensi investasi. Sasaran pada PDB Sisi Pengeluaran dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2020-2024
DML AT & LNPET ] «ONLME r\unx'u-_J BOVETTAS

| EE $EEm

’ S ATy Al e
¥

e P 08 m gy s

Sumber: REJMN tahun 2020-2024
Keterangan: *) Sasaran pada skenario pertumbuhan rata-rata 6,0 persen per
tahun

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0
persen per tahun,dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 triliun -
Rp35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024, Dari total kebutuhan
tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing
sebesar 8,1-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanyva akan
dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Investasi swasta (asing maupun
dalam negeri) diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 17,7
persen dari total kebutuhan investasi. Pembiayaan kebutuhan investasi
pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan
bhaik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi
keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan
infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif

pembiayaan.
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Selain itu, pada RPJMN tahun 2020-2024 direncanakan akan
dilaksanakan 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Prgject). Proyek-proyek
ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi
untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek ini disusun
untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu
pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan
dirasakan masyarakat. Selain itu, Major Project juga dapat menjadi alat
kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam
RPJMN tahun 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan
dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pelaksanaannya,
Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui
RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran
besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk
memastikan MajorProject dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien
sesuai dengan perkembangan pembangunan. Adapun bentuk dukungan
BKPM terhadap Major Project tersebut dituangkan dalam matriks
dukungan BKPM terhadap Major Project dalam RPJMN tahun 2020-2024
(Anak Lampiran III).

3.2. Arah kebijakan dan Strategi BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan
kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih  tinggi, berkelanjutan dan
menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal
tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah

peningkatan incvasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal,

dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan
dan strategi sebagai berikut:
1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka
pencapaian target penanaman modal
Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian
target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya
kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan
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secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim,
kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman
modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya
yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi
dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan
potensi penanaman medal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping
itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal
pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran

Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama
adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang
berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam
modal (investor needs), melalui:

1) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai
keunggulan dan karakteristik wilayah;

2) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM,;

3) Peningkatan koordinasi dan  sinkronisasi perencanaan
pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat,
serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal vang
terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan
infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;

5) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang
difokuskan pada sektor prioritas;

6) Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) berskala
internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (investor
needs); dan

7} Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman
modal.

b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);

2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat

pusat maupun daerah;
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3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan
Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk
memberikan informasi yang valid dan up to date;

4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan
UMKM;

5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan

6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik
fiskal maupun non fiskal.

Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:

1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan
multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi
dengan negara-negara potensial,

?2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU
penanaman modal yang diimplementasikan;

3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi
penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di
luar negeri (outward investment);

4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal
daerah; dan

5) Peningkatan koordinasi dengan K/L. dan daerah untuk
pemanfaatan OSS.

Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:

1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di
pusat dan daerah;

2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market
intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara
pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan
sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan
program strategis pemerintah;

3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan
platform digital vang mempertemukan inventor, inovator, dan
investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan

4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar
Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC] dalam

menarik investasi asing ke Indonesia.
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e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:

1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:

a) Penyempurnaan sistem OSS

b) Integrasi sistem K/L ke sistem OSS

C) Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)

d) Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap

aparatur pusat dan daerah
€) Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
f) Layanan berbantuan OSS
g) Layanan pengaduan

2) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam
modal dalam pemanfaatan OSS;

3) Peningkatan kualitas layanan PI'SP pusat;

4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan
komitmen perizinan berusaha; dan

5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung
pengembangan penanaman modal.

f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman
modal, melalui:

1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;

2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per
proyek secara intensif;

3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan
(debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan
Berusaha;

4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan
realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan
teknologi informasi; dan

5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI)
untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka
meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1) Peningkatan aparatur sipil negara vyang profesional dan

berintegritas, melalui:

a) Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
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b) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan
standar kompetensi jabatan;

c) Pengembangan kompetensi ASN;

d) Pelaksanaan assessment test,

€) Penyusunan pola karir instansional;

f) Pelaksanaan talent pool, dan

g) Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung
implementasi knowledge management.

Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi,

melalui:

a) Penyusunan dan penerapan proses hisnis;

b) Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure
(SOP);

c) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
secara terintegrasi;

d) Optimalisasi pemanfaatan data bersama (big data) untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan; dan

e) Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.

Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:

a) Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel,

b) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja  instansi
pemerintah;

c¢) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan Kinerja
instansi; dan

d) Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum,

melalui:

a) Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan
regulasi;

b) Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-
undangan; dan

c) Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum

yang berkualitas.
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2.Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang

berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal
(PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan
penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan
kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan
dilihat dari besarnya mnilai penanaman modal yang ditanamkan
melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan
lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua
adalah sebagai berikut:
a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang

banyak menyerap tenaga kerja, dengan:

1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa
formal untuk peningkatan perckonomian yang tinggi;

2) Mendoreng peningkatan penanaman modal pada sektor industri
manufaktur yang padat karya; dan

3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang
dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah
tersedia.

b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:

1) Menderong peningkatan efisiensi preduksi melalui pembaharuan
teknologi; dan

2) Mendorong peningkatan angka Incremental Capital Cutput Ratio
(ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer
pengetahuan dan teknologi, dengan:

1) Mendeoreng peningkatan penanaman modal pada bidang usaha
yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer
pengetahuan dan teknologi;

2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan

3) Mendoreng pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang
melakukan kegiatan Research & Development (R&D) serta

pengembangan SDM.
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d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:

1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun
PMDN, dalam rantai industri global; dan

2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan
nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas
produk dan strategi pemasarannya (a.l. branding).

e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang
berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:

1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri
manufaktur yang bercrientasi ekspor dan mensubtitusi impor;

2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk
berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN); dan

3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

f.. Menderong peningkatan penanaman modal yang berwawasan
lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:

1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang
usaha yang tidak ramah lingkungan;

2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan
aspek keberlanjutan lingkungan; dan

3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan
berkelanjutan.

g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam
dan hasil produksi dalam negeri, dengan:

1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk
penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi
di dalam negeri;

2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan
ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;

3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung
industri; dan

4) Mendoreng pemberian insentif bagi industri picnir di dalam

negeri.
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3.3. Program dan Kegiatan BKPM

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui Program
yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM dengan mengacu kepada
arah kebijakan dan strategi nasional. Procgram dan kegiatan BKPM tahun
2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
Program ini dimaksudkan untuk mendukung unit kerja dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM. Sasaran yang akan dicapai
melalui program ini adalah:
a. Terwujudnya ASN BKPM yang Kompeten, Profesicnal, dan
Berintegritas;
b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien; dan
c. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel.
Adapun indikator kinerja program vang ditetapkan sebagai berikut:
a. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara,
b. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);
c. Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) BKPM; dan
d. Nilai kinerja anggaran BKPM.
Program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas

di Lingkungan BKPM;

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal;
d. Pengelolaan Sistem Informasi;

e. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal,

f.  Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal;

g. Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta
Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan
Tata Usaha Pimpinan; dan

h. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM.
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2. Program Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan arah
kebijakan nasional “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan
Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi”. Sasaran yang akan dicapai
melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal;

b. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal;

c. Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal;

d. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal;

e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal; dan

. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman
modal.

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal;

b. Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a
business) serta jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan
UMKM;

c. Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang
telah diimplementasikan,

d. Jumlah minat penanaman modal dan nilai komitmen penanaman
modal;

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman
modal; dan

f. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan
(debottlenecking).

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

a. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;

b. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri
Manufaktur;

c. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan
Kawasan;

d. Pengembangan Penanaman Mcdal di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK);

e. Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta; dan
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. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang
Infrastruktur.

Bidang Pengembangan I[klim Penanaman Modal

a. Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal,

b. Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah; dan

c. Pemberdayaan Usaha Nasional.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

a. Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal Daerah;

b. Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal Daerah;

c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman
Modal; dan

d. Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri.

Bidang Promosi Penanaman Modal

a. Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal;

b. Promosi Penanaman Mcodal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis
Sektor dan Negara;

c. Fasilitasi Daerah dalam rangka Kegiatan Promosi Penanaman
Modal; dan

d. Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi
Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri.

Bidang Pelavanan Penanaman Modal

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha;

b. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat;

c. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

d. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
dan

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I;

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah 1II;

o

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III; dan

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V.
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3.4. Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi penanaman modal berisi tentang gambaran
umum peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM
dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran
peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran
strategis BKPM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan
penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-
undangan, antara lain:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal
a. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan,
diantaranya terkait:

1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;

S5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
dan

7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. Mengusulkan perubahan dan/atau pembentukan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif

fiskal dan nonfiskal,
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c. Melakukan review terhadap peraturan perundangan terkait daftar
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan di bidang penanaman modal,

d. Mempersiapkan perubahan Peraturan Presiden tentang Rencana
Umum Penanaman Modal pada akhir periode Renstra; dan

e. Mempersiapkan Peraturan BKPM terkait pedoman penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal pada akhir periode Renstra.v

2. Peningkatan layanan penanaman modal

a. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan,
diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin
Usaha Industri;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pariwisata;

4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang
Komunikasi dan Informatika;

5) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat
dan Makanan;

6) Peraturan Menteri Perdagangan Nemor 8 Tahun 2020 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Bidang Perdagangan;

7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Bidang Ketenagalistrikan;

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
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9) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran;

10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang
Darat;

11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai,
dan Perpajakan;

12) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

13) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin
Lokasi;

14) Peraturan BKPM Neo. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal,

15) Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat
Pertama;

16) Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanganan
Pengaduan di BKPM;

17) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor © Tahun
2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal,

18) Peraturan BKPM Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

19) Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
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b. Mencabut beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal
kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota
Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun,;

3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal
kepada Dewan Kawasan Sabang;

4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka
Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;

5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal
kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei;

0) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka
Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Sei Mangkei;

7) Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal
kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung

Lesung;
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8) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka
Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;

9) Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/lzin Investasi
Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Palu;

10) Peraturan Kepala BKPM Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal
kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;

11) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/lzin Investasi
Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Mandalika;

12) Peraturan BKPM  Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin
Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api; dan

13) Peraturan BKPM  Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin
Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan
Ekonemi Khusus Arun Lhokseumawe.

. Menyusun beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya

terkait:

1) Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Bidang Penanaman Modal;

2) Tata Ganti Kerugian; dan

3) Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun
Anggaran 2021.

. Melanjutkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan-

undangan terkait tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

perizinan di Kementerian /Lembaga.
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3. Peningkatan kinerja dan tata kelola di lingkungan BKPM

a. Mengusulkan perubahan peraturan di lingkungan BKPM,
diantaranya:

1) Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tugas
Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal,

3) Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

4) Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Mengusulkan penyusunan Peraturan BKPM tentang Rencana
Strategis BKPM Tahun 2020 - 2024.

4. Perbaikan peraturan perundang-undangan untuk mendorong
percepatan peningkatan minat calon penanam modal,

dengan mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan,

diantaranya terkait:

a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 635/M-IND/PER/7/2016
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan Kemputer Tablet; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/ 2018 tentang
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Adapun arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi

selengkapnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi (Anak

Lampiran IT).

3.5. Kerangka Kelembagaan BKPM

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka kelembagaan
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menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang
diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang
diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun cksternal serta
pengelolaan sumber dayva manusia, termasuk di dalamnya mengenai
kebutuhan sumber dava manusia, baik itu secara kualitas maupun
kuantitas. Dalam RPJMN 2020-2024, kerangka kelembagaan diarahkan
untuk mendorong efektivitas  pelaksanaan  pembangunan  dengan
dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses.
Dalam konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada
penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik
vang bersifat inter maupun antar-organisasi, vang berfungsi untuk
melaksanakan program-program pembangunan. Dalam hal ini, kerangka
kelembagaan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan
pembangunan  diseluruh fokus  pembangunan melalui  penataan
kelembagaan., Kelembagaan vang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat
proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan
dengan arah pembangunan.

Presiden dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi
tahun 2019, telah memberikan arahan bahwa scharusnya ada platform
khusus yvang mengawal implementasi Online Single Submission (OSS).
Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS
merupakan bentuk penataan vang paling signifikan terhadap sistem
Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintali Daerahagar
menjadi lebih efisien, dan modermn. Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagai Lembaga OSS sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Angka 11
dan Pasal 94 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, harus dapat
berperan secara optimal. Oleh karena itu, dalam kerangka kelembagaan
lima tahun ke depan, penataan kelembagaan akan fokus pada upaya
menjadikan BKPM sebagai Lembaga OSS yang andal berorientasi pada
kinerja.

Secara ideal struktur organisasi BKPM harus bersifat dinamis
sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan
lingkungan internal dan eksternal.Dalam  perspektifl ini  struktur
organisasi yang baik adalah vang mampu Dberadaptasi, baik secara
responsif maupun antisipatif, terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi
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Penanaman Modal pada pasal 58 mengamanatkan bahwa rincian lebih

lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BKPM

ditetapkan oleh Kepala BKPM. Untuk menjalankan ketentuan tersebut,

Kepala BKPM telah menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Badan Kocoordinasi Penanaman Modal Nomor
90/8K/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal,

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:
4/P/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. Peraturan Kepala Badan Keordinasi Penanaman Modal Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Moedal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal, susunan organisasi BKPM diubah

melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal. Beberapa perubahan yang dilakukan

terkait susunan organisasi BKPM antara lain penambahan jabatan staf

ahli dan staf khusus. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Utama. Terdapat S5 (lima) orang staf ahli dengan jabatan dan

tugas sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Kepala BKPM terkait dengan peningkatan daya saing penanaman

modal,

www.peraturan.go.id



49 2020, No.622

2.  Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, dengan tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait
dengan ckonomi makro;

3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, dengan tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait
dengan hubungan kelembagaan;

4. Stal Ahli Bidang Pengembangan Scktor Investasi Prioritas, dengan
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Kepala BKPM terkait dengan sektor investasi prioritas; serta

5. Stal Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem, dengan
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Kepala BKPM terkait dengan teknologi informasi dan integrasi
sistem.

Selain itu, dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang staf
khusus Kepala BKPM dengan tugas memberikan saran  dan
pertimbangan kepada Kepala BKPM sesuai penugasan Kepala BKPM.
Penugasan yang diberikan oleh Kepala BKPM merupakan penugasan
vang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi
BKPM. Struktur organisasi BKPM dapat dilihat pada gambar di bawah

ini:
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Dalam rangka mempercepat birckrasi, diperlukan adanya
transformasi jabatan struktural ke fungsional. Penyederhanaan birokrasi
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan
mempercepat pengambilan keputusan, sehingga terbentuk birokrasi yang
lebih dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam mendukung pelayanan publik.Dengan struktur yang
sederhana, perizinan investasi akan lebih cepat dan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah. Penyederhanaan birokrasi
ini akan dilakukan melalui lima tahap, antara lain:

1. Identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.

2. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak
penyederhanaan birokrasi.

3. Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang
terdampak penyederhanaan birokrasi.

4. Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan
jabatan administrasi.

5. Penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran
pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan dengan
sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja
dengan kewenangan penggunaan —anggaran atau  pengguna
barang/jasa.

2.  Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan
otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau
kewenangan kewilayahan.

Formulasi kebijakan, pemetaan jabatan di instansi pemerintah,
serta implementasi pengangkatan jabatan fungsional ditargetkan selesai
pada Juni 2020. Setelah itu, akan dilakukan pengangkatan jabatan
fungsional di kementerian/lembaga, serta pemetaan dan pengangkatan
pejabat fungsional di daerah dan monitoring. Tindak lanjut dari
penyederhanaan ini adalah penataan organisasi dan pola kerja yang baru,
yvang akan berpengaruh terhadap penataan formasi dan peta jabatan yang
terkait dengan pola karier. Selain itu, perlu disusun pola pengembangan

kompetensi serta manajemen kinerja.
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Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga
merupakan aspek yang sangat penting. Proses organisasi merupakan
gambaran  berlangsungnya  seluruh  aktivitas organisasi untuk
menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka
mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam
proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen
organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu sama lain. Di
samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen
sesuai dengan vang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (good
governance) dan kesesuaian/kepatuhan (compliance) terhadap aturan
yang disepakati harus diperhatikan.

Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (value chain), proses
organisasi  harus efektift dan  efisien. Dalam konteks ini
prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan
penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu
efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar
proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal.
Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (information technology)
mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan
efisiensi proses organisasi secara optimal. Untuk itu, BKPM akan terus
meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), untuk mewujudkan proses kerja vang efisien, efektif, transparan,
dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal
tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Permen PAN RB Nomor 5 tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Evaluasi kelembagaan yang dilakukan secara berkala, secara
substansial telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dilakukan sekurang-
kurangnva 3 (tiga) tahun sekali. Hasil evaluasi kelembagaan, baik aspek
stuktur maupun proses organisasi, dapat memberikan kemudahan bagi
BKPM untuk menentukan struktur dan proses yang paling sesuai dengan
kondisi internal dan eksternal guna memperkuat tugas, fungsi dan peran

BKPM dalam mengantisipasi tantangan yang semakin berkembang.
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Dalam upaya menjadikan BKPM sebagai Lembaga OSS yang andal,
maka sumber daya aparatur BKPM yang profesional dan berintegritas
menjadi suatu keniscayaan, dengan jumlah yang mencukupi untuk
melaksanakan tugas dan fungsi BKPM. Selain memiliki kecakapan untuk
memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, BKPM
sebagai public service provider juga membutuhkan sumber daya aparatur
yang berorientasi pada pelayanan prima. Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa
manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja tanpa diskriminasi (merit system). Dalam
pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan BKPM, maka pemenuhan
jumlah pegawai, penyusunan analisis jabatan, penyusunan standar
kompetensi jabatan, penyempurnaan sasaran kinerja pegawai, analisis
kebutuhan diklat, dan pengembangan pegawai mutlak dilakukan.

Standar kompetensi jabatan, khususnya standar kompetensi
teknis, tidak hanya berlaku untuk aparatur BKPM tetapi juga ASN di
daerah yang melaksanakan fungsi teknis pelayanan penanaman moedal.
Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan, bahwa kamus kompetensi teknis disusun
Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan urusan pemerintah yang
menjadi  kewenangannya, untuk kemudian ditetapkan @ setelah
mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, BKPM juga memiliki peran yang
penting dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis ASN di daerah
yvang melaksanakan fungsi teknis pelayanan penanaman modal.

Kerangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan BKPM 2020-2024
melalui Arah Kebijakan dan Strategi dengan didukung oleh Program dan
Kegiatan serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.
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Modal Tatun 2020-2024
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BKPM
pada periode 2020-2024. Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan
satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu
Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan
Indikator Kinerja Kegiatan. Sementara itu, Kerangka Pendanaan
menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk
mencapai target Sasaran Strategis BKPM, Sasaran Program, dan Sasaran

Kegiatan.

4.1. Target Kinerja
4.1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sejalan dengan yang telah disampaikan sebelumnya, Sasaran
Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya
realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku
usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih,
efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional
dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  kegiatan
penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa
penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi
COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik
nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan
persetujuan  dari Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas melalui surat nomor
B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal
Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun
2020-2024 Akibat Dampak Covid-19.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut:
SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai

keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
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nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman
modal  sektor  sekunder, sebaran penanaman  modal
berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal
Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM,

Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal,
akan dinilai keberhasilannya melalui  Indikator  Kinerja
Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha,
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,
akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja
Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini
atas laporan keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan

2020, No.622

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun2020-2024

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Sasaran Sta s ahun

ine A Sasaran 740 § § U §
8§81, Meningkatnya realisasi penanaman modal
1 Mkt reatisiaa) RP | 817,2 | 8585 | o68,4 | 1.000.8 | 1.230.3
penanaman modal Triliun
2 |Nila:
realisasipenanaman Rp s G A : s
Sy St Triliun 2272 268,7 352,5 183,9 646,1
sekunder
3 |Sebaran penanaman
modal berkualitasi{di % 48,3 49,0 49,7 50,6 51,7
luar Jawa)
4 |Kontribusi investasi
dalam negeri/PMDN Yo 18,8 19,7 50,3 51,9 33,1

termasuk UMKM

882. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

5 |Peringkat

o
Kemudahan (Peringla 60 56 51 45 40
Lt EoDB)
Berusaha
S$83. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani
6 [Nilai Reformasi (predikat BE BE A A A
Birokrasi BKPM / ( >70%- | ( >70%- | ( >80%- | ( >80%- | { >80%-
nilai) 80%) 80%) 90%) 90%) 90%)
7 |Opini atas laporan Opini 5
keuangan BKPM BPK il RS wis Wi b

www.peraturan.go.id



2020, No.622 56

4.1.2. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target
Indikator Kinerja Program
Sasaran Program (SP) merupakan hasil yang akan dicapai
dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil
(outcome) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon | sesuai
tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan
sebab-akibat dengan Sasaran Strategis BKPM. Terdapat 2 (dua)
Program yang akan dilaksanakan oleh BKPM pada periode 2020-
2024, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program
Dukungan Manajemen (Generik), dengan Sasaran Program dan
Indikator Sasaran Program BKPM 2020-2024 adalah sebagai
berikut:

Program Penanaman Modal

SP1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal,
akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja
Program: indeks kualitas pemetaan dan perencanaan
pengembangan penanaman modal.

SP2. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, akan
dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program:
jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (starting a
business) dan perusahaan besar yang bermitra dengan
UMKM.

SP3. Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal, akan
dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program:
kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri
yang telah diimplementasikan.

SP4. Meningkatnya efektivitas promosipenanaman modal,akan
dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program:
nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat
penanaman modal.

SP5. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, akan
dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan
penanaman modal.

SP6. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui
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Indikator Kinerja Program: fasilitasi permasalahan yang

dihadapi perusahaan (debottlenecking).

Program Dukungan Manajemen

SP7. Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan
berintegritas, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator
Kinerja Program: Indeks profesionalitas AparaturSipil Negara
(dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara).

SP8. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
efektif dan efisien, akan dinilai keberhasilannya melalui
Indikator Kinerja Program: pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan penilaian tingkat
maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
BKPM.

SP9. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel, akan dinilai
keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: nilai

kinerja anggaran BKPM.

Sasaran Program Dukungan Manajemen dimaksudkan untuk
mendukung pencapaian Sasaran Program Penanaman Medal.
Sementara itu, Program Penanaman Modal dimaksudkan untuk
mendukung pencapaian Sasaran Strategis BKPM 2020-2024. Peta
Pencapaian Sasaran Strategis melalui Sasaran Program BKPM

Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 4.1
Peta Pencapaian Sasaran Strategis melalui Sasaran Program BKPM
Tahun 2020-2024

Sasaran

Program,

Indikator

Kinerja Program,

dan Target

Indikator Kinerja Program BKPM Tahun2020-2024 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan

Tabel 4.2

Target Indikator Kinerja Program BKPM Tahun 2020-2024

Sasaran Stategis dan

No Indikator Kinerja Satuan
Sasaran Strategis
PROGRAM PENANAMAN MODAL
SP1.Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
1 |Indeks kualitas
:j’(::;‘f:i’a;’z" (ndeks) | @30 dari | 3,65dari | 375dari | 3,90dari | 4,0 dari
skala 5 skala 5 skala 5 skala 5 skala 5
pengembangan
penanaman modal
SP2. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
2 |Jumlah hari dan
f: ::::']:: dam Hari 8 6 o 4 a
) Progedur 10 8 7 5 3
usahal(starting a
business)
3 |Perusahaan besar Sl
vang bermitradengan 120 145 167 183 205
A Perusahaan
UMEM
8P3.Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal
4 |Kesepakatan /
perjanjian kerja sama | kesepakatan
dalam dan luar /perjanjian/ 350 53 58 64 69
negerivang telah perundingan
diimplementasikan
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Satuan
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SP4.Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
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-

W | Ny lecruitmien RpTriliun | 1.362,0 14308 | 16140 1.833,0 2.065,5
penanaman modal
g [Comial Minat Minat 6.900 7.400 7.900 8.450 9.100
Penanaman Modal
SP5.Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
7 |Indeks Kepuasan
Masvarakat ([KM) atas (Indeks) 3,3 dan 3,35 dari 3,4 dani 3,45 dan 3,5 dan
pelavanan T skala 4 skala 4 skala 4 skala 4 skala 4
penanaman mocdal
SP6.Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
8 | Fasilitasi
permasalahanyang |p.. canean 116 126 132 138 143
dihadapi perusahaan
(debottienecking)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SP7. Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas
¥ |Incels prolesionalitan | e 70,0% 72,5% 72,5% 75,0% 77,5%
Aparatur Sipil Negara
SP8.Terwujudnya birokrasi BKPM yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima
10 | Pelaksanaan Sistem A
Akuntabilitas Kinetja (nila) BB BB A (>80%- A
Instans: Pemerintah (>T70%-80%) | {>70%-80%) | {=80%-90%%) (>80%-~90%)
5 90R%)
[SAKIP)
11 | Perulaian Tingkat
Maturitas Sistem
Pengendalian Intern (level| 3 3 3 3 3
Pemerintah (SPIP
BKPM
8P9. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel
12 | Nila: kinerja anggaran (predikat Baik Baik Baik Baik Baik
BKPM QAR { >80%- { >BO%- ( >80%- ( >80%- | >80%-90%)
hilal) 90%) Q0%) 90%) 90%)

4.1.3.

Indikator Kinerja Kegiatan

Seluruh

mendorong  peningkatan

Kegiatan di

realisa

BKPM

si

dilaksanakan

penanaman  modal,

dalam

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target

rangka

Kegiatan

(activity) vang dilakukan oleh setiap Unit Kerjaakan menghasilkan

keluaran (outpufy vang dapat dilaksanakan dan dapat diukur

tingkat keberhasilannya sehingga hasil (outcome) dan dampak

(impact) vang diharapkan dapat

tercapai.  Rangkaian

kegiatan

(activity), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact)

untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:
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A.Program Dukungan Manajemen

Dalam  rangka melaksanakan  Program  Dukungan
Manajemen akan dilaksanakan beberapa kegiatan (activity) yvang
dilakukan oleh seluruh unit di lingkungan Sekretariat Utama
BKPM untuk menghasilkan keluaran (outpuf) vang dapat diukur
schingga dapat diperoleh hasil (outcome) dan dampak (impact)
vang diharapkan. Kegiatan, keluaran, hasil dan dampak yang
dihasilkan di lingkungan Sekretariat Utama BKPM dapat dilihat

pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Sekretariat Utama BKPM

Tahapan Kegiatan

4 X N Deskripsi
di Unit Kerja

Peningkatan realisast penanaman modal dan terwujudnya

Tapaor. birokrasi vang bersih, efektif dan melavani
AIHTEI';\TUI—I(_II}\_n ASN BI{PM-.{'HI\g kompeten, profesional,
dan berintegritas
Longae 2. Tf:rwujudnyi penyelenggaraan pemerintahan vang baik,
Qutcome 3 :
efektif, dan efisien
3. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel
1. Peningkatan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil
Qutcome Intermedi Negara
ate | 2. Peningkatan pelaksanaan Sistemn Akuntabilitas Kinerja
Outcome Institust Pemerintah (SAKIP)
3. Peningkatan nilai kinerja anggaran BKPM
~ Short-| |. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara
Term | 2. Peningkatan kualitas kinerja BKPM
Qutcome | 3. Peningkatan kualitas anggaran BKPM

Terlaksananya kegiatan pengembangan sumber dava
manusia, kapasitas kelembagaan penanaman modal,
pengelolaan sistem informasi, pelayanan hukum penanaman
madal, pengawasan [/ pemeriksaan pelaksanaan tugas BEKPM,
penvempurnaan preduk hukum penanaman madal,
hubungan masvarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan
pimpinan, serta perencanaan dan evaluasi program dan
anggaran BKPM

Pelaksanaan kesekretaratan Badan Koordinasi Penanaman
Madal

Output

Activity

B.Program Penanaman Modal
Dalam rangka melaksanakan Program Penanaman Modal
akan dilaksanakan beberapa kegiatan (activity) yvang dilakukan
oleh seluruh unit di lingkungan Deputi Perencanaan Penanaman
Modal, Deputi Pengembangan klim Penanaman Modal, Deputi
Kerjasama Penanaman Modal, Deputi Promosi Penanaman

Modal, Deputi Pelavanan Penanaman Modal, dan Deputi
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Pelaksanaan Penanaman Modal untuk

menghasilkan  keluaran (outpuf) yvang dapat diukur sehingga

dapat

diharapkan.

diperoleh

hasil (outcome) dan dampak (impact] vang

Kegiatan, keluaran, hasil dan dampak vang

dihasilkan seluruh kedeputian di lingkungan BKPM dapat dilihat

pada tabel 4.4 s.d. tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.4

Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Perencanaan

TahapanKegiatan di Unit

Penanaman Modal

Kerja Deskripsi
Peningkatan realisast penanaman modal dan
Impact | Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam
maodal
Aong Tern Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
Intermediate Tﬁ'ningkamn indeks kualitas pemetaan dan
Outcome
Outcome | perencanaan pengembangan penanaman maodal
Short-Term | Peningkatan kualitas peta sector penanaman modal dan
Outcome | hasil kajian penanaman maodal
Terlaksananya kegiatan perencanaan penanaman modal '
Qutput | scctor industry agribisnis dan SDA lainnya, industri
manufaktur, jasa dan kawasan serta infrastruktur
Activity | Pelaksanaan perencanaan penanaman modal

TahapanKegiatan
di Unit Kerja

Tabel 4.5

Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Deskripsi

Peningkatan re. ast penanaman maodal dan

Impact | Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam
maodal
W: 'Tcz Meningkatnya kualitas iklin penanaman maodal
Qutcome Brbormeciote Perbaikan iklim penanaman modal yang berdaya saing
Short-Term | Peningkatan kualitas kebijakan dan ingentif penanaman
Outcome | modal
Terlaksananya kegiatan deregulasi penanaman modal,
Output | pengembangan potensi daerah dan pemberdayvaan
usaha |
Activity Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal \
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Tabel 4.6
Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

TahapanKegiatan
Deskripsi

i Unit Kerja b

Peningkatan realisasi penanaman modal dan

Impact | Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam

modal
Long-Term .
;u’mm. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
Intermediate | =
Outcome , el Nilai komitmenpenanaman modal .
Short-Term Peningkatan minat penanaman mocdal
PR gk at penanams C

Terlaksananya kegiatan pengembangan promosi,
Output | promosi sektoral, fasilitasi promosi daerah, serta
pameran dan sarana promosi penanaman modal

Activity | Pelaksanaan promosi penanaman maodal

Tabel 4.7
Keluaran (Outpuf), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

TahapanKegiatan ]
Desk i

di Unit Kerja eskrips
Peningkatan realisasi penanaman modal dan

Impact | Peningkatan kepercayaan pelaku ugaha/penanam

modai |
|
Long-Term
Meningkatnva kualitas kerjasama penanaman modal
Oilcome 24 " I
‘Meningkatnva efektivitas pelayvanan perizinan
Intermediate g x pelay ¥

berusaha daerah dan kepastian perlindungan
penanam mxial

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha daerah

Short-Term 24303 "y ) =

lancer dan adanya kepastian perlindungan penanam

Outcome
modal
Terlaksananya kegiatan standarisasi perizinan

tput berusaha, bimbingan teknis perizinan berusaha

daerah, dan jumlah kesepakatan/ perjanjian kerja
sama penanaman maodal
Prlaksanaan kerja sama penanaman modal di dalam |

Activity J I

dan di luar negen
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Tabel 4.8
Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

TahapanKegiatan i
Deskripsi

di Unit Kerja PREF

Peningkatan realisasi penanaman modal dan

Impact | Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam

modal

Long-Term
Qutcome
Intermediate | Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM] atas |
Outcome | pelavanan penanaman modal
ShortTerm | . .~
Outcome

Menngkatnya kualitas pelayanan penanaman modal

Peningkatan pelavanan perizinan berusaha

Terlaksananya kegiatan pelayvanan perizinan
berusaha, fasilitas penanaman modal, pemantauan
kepatuhan perizinan berusaha, dan pengembangan
sistem penzinan berusaha

Output

Activity | Pelaksanaan pelavanan penanaman modal

Tabel 4.9
Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact) yang Diharapkan
dari Kegiatan (Activity) di Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

TahapanKegiatan di

Deskripsi
Unit Kerja P
Peningkatan realisas: penanaman modal dan Peningkatan [
Impact ’
kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
Long-Term | Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaksanaan
Outcome | penanaman modal
Intermedi | |,
lerselesaikannya hambatan dan permasalahan yang
QOutcome dihadapi penanam modal
Outcome
Short-
Berkurangnya hambatan dan permasalahan dalam
pelaksanaan penanaman modal
Outcome
. ut Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan ‘

pengawasan penanaman modal

Activity | Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ]

Fokus kegiatan (activity), keluaran (outpuf), hasil (outcomej, dan
dampak (impact) pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan BKPM
dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal dapat
digambarkan dengan Jaring Aktivitas sebagaimana dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:
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Gambar 4.2
Jaring Aktivitas Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penanaman Modal
untuk Mewujudkan Peningkatan Kepercayaan Pelaku
Usaha/Penanam Modal dan Peningkatan Realisasi Penanaman
Modal Periode 2020-2024

Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari
suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang
mencerminkan berfungsinya keluaran (oufput). Sasaran Kegiatan
vang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainva Sasaran
Program serta memiliki Kketerkaitan dan hubungan sebab-akibat
dengan Sasaran Program. Sasaran Kegiatan merupakan Sasaran
Strategis unit kerja kselon Il atau unit kerja mandiri, dimana ukuran
keberhasilan pencapaiannya dinilai  melalui  Indikator Kinerja
Kegiatan.Indikator Kinerja Kegiatan merupakan sasaran Kinerja
kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi
BKPM setingkat Eselon [l Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja
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Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan BKPM Tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

(Anak Lampiran I).

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan
program di bidang penanaman modal, serta mencapai target sasaran
utama BKPM, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai,
Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
BKPM pada periode 2020-2024 akan sepenuhnya bersumber dari
pemerintah (APBN). Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2020-2024
pada masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 4.9 Kerangka
Pendanaan yang rinci pada masing-masing Program dan Kegiatan
tercantum dalam Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Anak
Lampiran I).

Tabel 4.10
Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2020-2024

Kerangka Pendanaan (Rupiah)

2021 2022 2023

Peningkatan 287.412, 727.619. 6968497, | 709.736. T34.773.
Penanaman Modal 832.200 407.152 955.244 812.088 280.784
Dukungan 298.059, 360.583. 359.944, aA6T.721. 378.304.

102,000 985 846 168.065 089.388 901,964
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BAB V. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan negara yang berpenghasilan tinggi pada
Tahun 2030, pembangunan ekonomi dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,
inklusif dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat
dengan rata-rata 5,7-6,0 persen pada pericde 2020-2024 dengan
kebutuhan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun. Kebutuhan
investasi disumbang cleh Pemerintah sebesar 7,6-9,1 persen dan BUMN
sebesar 8,4-10,1 persen, sementara sisanya dipenuhi oleh masyarakat
dan swasta. Pada periode tersebut, investasi dari sektor swasta berupa
PMDN dan PMA secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp4.983,2 triliun.
Oleh karena itu, BKPM sebagai salah satu lembaga yang bertugas
mendorong PMDN dan PMA, menetapkan sasaran strategis BKPM Tahun
2020-2024 yaitu “Meningkatnya realisasi penanaman  modal”,
“Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal”, serta
“Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani” dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan
BKPM Tahun 2020-2024. Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam
penyusunan arah kebijakan penanaman modal Tahun 2020-2024, yaitu
“Peningkatan Inovasi dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman
Modal” serta “Peningkatan Kualitas Penanaman Modal dalam Upaya
Mendorong Pertumbuhan Ekenomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pencapaian sasaran strategis BKPM Tahun 2020-2024 akan diukur
keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang
disusun berdasarkan Indikator dari Sasaran Pembangunan Nasional
“Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan
industrialisasi” dalam RPJMN 2020-2024 serta arahan Kepala BKPM
Periode 2020-2024, antara lain: (a) nilai realisasi penanaman modal; (b)
nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; (c) sebaran penanaman
modal berkualitas (di Luar Jawa); (d) kontribusi penanaman modal dalam
negeri/PMDN termasuk UMKM; (e) peringkat kemudahan herusaha (Ease
of Doing Business); (f) nilai Reformasi Birokrasi BKPM; serta (g) opini atas
laporan keuangan BKPM.

Sasaran strategis dan arah kebijakan penanaman modal menjadi
pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BKPM Tahun 2020-
2024. Evaluasi terthadap pelaksanaan program dan kegiatan BKPM Tahun
2020-2024 akan dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian
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target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah disusun. Evaluasi
atas Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 juga akan dilakukan
setiap tahun, dimana pada akhir pericde perencanaan (Tahun 2024) akan
disusun bersamaan dengan Studi Pendahuluan Rencana Strategis BKPM
Tahun 2025-2029. Evaluasi Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024
dilakukan dalam rangka menilai capaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden serta Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024
sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) setiap tahun. Sementara itu, Studi Pendahuluan Rencana Strategis
BKPM Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis BKPM Tahun 2025-2029.
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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit

Penelitian jawab

BADAN
PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

Penanggung

KOORDINASI

Unit terkait/

Target

Instansi Penyelesaian

Perubahan Kedua !a) Substansi: Direktorat Mengusulkan |
Undang-Undang Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 1997 Deregulasi

Nomor 21 Tahun Tanf pajak ditetapkan sebesar 5 %

1997 tentang Bea [lima persen| dari Nilai Perolehan

Perolehan Hak Objek Pajak. Dengan demikian,

Atas Tanah Dan Bemud pungutan atas perolehan hak

Bangunan [Note: atas tanah dan atau bangunan di luar

Perubahan ketentuan Undang-undang ini tidak

pertama yait diperkenankan.

Undang-undang (b) Hambatan

Nomor 20 Tahun Adanya ketentuan dalam U ini tidak

2000 tentang dimungkinkan penurunan BPHTB

Perubahan Atas dibawah 5%, Sehingga sulit

Undang-Undang dilakukan perbaikan kemudahan

Nomor 21 Tahun berusaha pada indikator Registering

1997 tentang Bea Property),

Perolehan Hak

Atas Tanah dan

Bangunanj |
Revisi Undang- (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan |
Undang Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun Deregulasi

Nomor 42 Tahun 1999

1999
tentang Jaminan
Fidusia

(b)

Permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia dilakukan oleh Penerima
Fidustia, kuasa atau wakilnya dengan
melamplrkan pernyataan pendaftaran
Jaminan Fidusia

Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan
Benda yvang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam rangka pelaksanaan
cksekusi Jaminan Fidusia,
Hambatan

Dalam praktiknva, diperlukan
penjelasan khusus dalam hal
penerapannya permohonan
pendaftaran jaminan fidusia Schingga
sulit dilakukan perbaikan kemudahan
berusaha pada indikator Getting
Credit, Serta di dalam Undang-
undang ini dinilai masih belum
mampu memberikan jaminan
kepastian soal cksckusi karena tidak
ada mekanisme tertentu untuk
mengetahui peraliban objek hidusia
kepada pihak ketiga, keempat dan
scterusnya atau pengaturan socal

www.peraturan.go.id
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Arah Keranglka

Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

3 Revisi Peraturan ia)
Pemerintah [
Republik
Indonesia Nomor
36 Tahun 2005
tentang Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
2002 tentang
Bangunan Gedung

(b)

4. Revisi Peraturan  (a)
Pemerintah
Nomor 23 Tahun
2010 tentang
Pelaksanaan
Kegiatan Usaha
Pertambangan
Mineral dan
Batubara
sebagaimana telah (b)
diubah dengan ‘
Peraturan
Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2018 tentang
perubahan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 23 Tahun
2010 tentang
Pelaksanaan
Kegiatan Usaha
Pertambangan
Mineral dan
Batubara

Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

-78-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit

Penelitian
kepemilikan ohjck fidusia,
Substansi:

Pasal 15 ayat (1)
Setiap orang dalam mengajukan
permobonan izin mendirkan
bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 avat {1)
wajib melengkapi dengan
a. tands bukt status kepemilikan
hak atas tanah atau tanda bukti
perjanjian pemanfaatan tanah
gsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11;
b. data pemilik bangunan gedung;
¢, rencana teknis bangunan gedung:
dan
d. hasil analisis mengenai dampak
lingkungan bagi bangunan gedung
vang menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan,
Hambatan:
Analisis mengenai dampak
lingkungan merupakan persyaratan
dalam penerbitan lzin Lingkungan,
Oleh karena ity AMDAL diusulkan
untuk tidak dipersyaratkan dalam
Pengajuan lzin Mendinikan Bangunan,
‘Substansi:
Kewajiban membangun unit
pengolahan {smelter] bagi perusahaan
tambang memerlukan investasi yang
sangat besar, sangat dipengaruhi oleh
harga produk akhir di pasar dunia.
serta bagi beberapa perusahaan,
smelter tidak sesuai dengan core
business perusahaan,
Hambatan:
Pembangunan smeiter perlu didukung
oleh:
a. Ketergediaan infrastruktur
kawasan seperti listrik, jalan dan

jawab

Direktorat
Deregulasi

Direktorat
Deregulasi

pelabuhan,

b,  Harga jual produk vang
kompetitif,

o,  Pembiayaan dengan bunga vang
kompetitif,

d.  Kemudahan
perzinan/nonperizinan, dan
e.  Adanva industri turunan di dalam
negeri,
Tanpa adanya 5 faktor tersebut,
perusahaan-perusahaan tambang
hanya akan mengulur waktu untuk
tidak membangun smelter,
Di sisi lain, bagl perusahaan smelter
yvang tidak memiliki tambang, investasi
mereka menjadi mubazir karena tidak
adanya kepastian bahan baku dari
perusahaan tambang.

Unit terkait/

Penanggung Instansi

Target
Penyelesaian

Mengusulkan |

Mengusulkan |

www.peraturan.go.id



Arah Keranglka

Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi
Revisi Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin
Linglkungan

_79-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian

(a) Substansi:
i Pasal 3 ayat [1}
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak penting terhadagp
lingkungan hidup wajib memiliki
Amdal

(b) Hambatan:

Sesual amanat yang tertulis dalam

peraturan untuk mengintegrasikan
seluruh perizinan lingkungan, perlu

vang diatur dalam revisi Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ke
dalam Analisis Mengenal Dampak
Lingkungan

adanya pengintegrasian ANDAL LALIN

Unit
Penanggung
jawab
Direktorat
Deregulasi

2020, No.622

Unit terkait/
Instansi

Target
Penyelesaian

Mengusulkan |

6.

Revisi Peraturan
Pemerintah
Nomor 107 Tahun
2015 tentang Izin
Usaha Industri

((a) Substansi:
Pasal 21 ayat (1)
Menteri, gubernur, dan
bupatifwalikota sesuai dengan
kewenangannya sejak permohonan
101 diterima dengan lengkap dan
benar dalam jangka waktu paling
lama 35 {lima) har kerpa melakukan
pemeriksaan lokasi industri vang
hasilnva dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan
Pasal 28 ayat (1)
Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai depgan
kewenangannya sejak permohonan
izin perluasan diterima dengan
lengkap dan benar dalam jangka
waktu paling lama 5 {lima) han kerja
melakukan pemeriksaan lokasl
industri vang hasilnva dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.

(b) Hambatan:
Berita Acara Pemernkeasan [BAP) vang
dimintakan dalam Peraturan
Pemerintah ini memperpanjang
persyaratan perizinan, Saat ini
perizinan sudah dilakukan melalu
Online Single Submission [OSS)
dimana lzin Usaha Industri dapat
diberikan langsung dengan
persyaratan pemenuhan komitmen
Diusulkan menghapuskan
persyaratan BAP dalam penerbitan
Izin Usaha Indus.

Direktorat
Deregulasi

Mengusulkan :

Revisi Peraturan
Pemerintah
Nomor 24 Tahun
2018 tentang
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektronik

(a) Substansi:

Batang Tubuh

1. Perizinan Berusaha yang telah
digjukan oleh Pelaku Usaha
sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan belum
diterbitkan Perizinan
Berusahanva, diproses melalai
sistem O88 sesual dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah

Direktorat
Deregulasi

Mengusulkan |

www.peraturan.go.id
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Arah Keranglka

No Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

-80-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian jawab

Penanggung

Unit terkait/ Target

Instansi Penyelesaian

(b)

~

ini.
2. Pengaturan mengenai izin
komersial atan izin operasional

Lampiran PP 24/2018
Perlu ditinjau kembali kategonsasi
perizinan berusaha, apakah termasuk
sebagai izin usaha, zin
komersial /foperasional, atau bukan
Tidak geluruh perizinan sektor masuk
ke dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Hambatan:
Dalam implementasi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 terdapat kendala antara
lain:
1. Txlak adanya masa transis: dalam
perizinan berusaha bagl perizinan
vang belum tercantum dalam
lampiran PP Nomor 24 Tahun
2018 dan belum dapat diproses
melalui sistem OSS. Diusulkan
Pengaturan mengenai masa
transisl dalam jangka waktu
tertentu bagi perizinan yvang
memang belum dapat
dilaksanakan melalui OSS,
Nomenklatur izin komersial atau
operasional vang menimbulkan
perseps: baru adanya penambahan
izin baru schingga tidak sesuai
dengan prinsip penvederhanaan
perizinan, Diusulkan nomenklatur
Izin Komersial atau Izin
Operasional disesuaikan dengan
ketentuan teknis terkait mengingat
tidak semua gektor bidang usaha
mengenal 1zin Komersial atau 1zin
Operasional.
Terdapat perizinan berusaha yang
tidak tercantum ke dalam
lampiran, sehingga tidak termasuk
dalam Sistem OSS atau belum
terintegrasi dengan OSS.

|

8. Revisi Peraturan
Pemerintah
Nomor 29 Tahun
2018 tentang
Pemberdayan
Industri

(b)

(a) Substansi: Direktorat

Pasal 45 ayat (J} Deregulasi
Pembentukan usaha patungan antara
Pemerintah Pusat dan swasta
sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan batasan
saham milik Pemerintah Pusat paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen)
Hambatan:
1. Pengaturan batasan kepemilikan
saham dalam industri strategis.
2. Pembatasan maksimal
kepemilikan saham milik
Pemerintah Pusat sehesar 51%
dalam usaha patungan industri
strategis akan membatasi

Mengusulkan |

www.peraturan.go.id
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Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian jawab

Penanggung

2020, No.622

Target
Penyelesaian

berinvestasi di industn strategis
vang biasanya membutuhkan
| investasi yang besar |
9 Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Pemerintah (PP) Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 26 Tahun Deregulasi
Nomor 28 Tahun 2019
2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Jenis dan Tarif Negara Bukan Pajak yang berlaku
atas Jenis pada Kementerian Hukum dan Hak
Pencrimaan Asasi Manusia sehagaimana
Negara Bukan dimaksud pada ayat (1) hurufa
Pajak yang sampai dengan huruf e sebagaimana
Berlakua pada ditetapkan dalam Lampiran yang
Kementerian merupakan bagian tidak terpisahkan
Hukum dan Hak dan Peraturan Pemerintah ini
Asasi Manusia [(b) Hambatan
Dalam peraturan ini adanva
penetapan tarif, schingga untuk
perbaikan kemudahan berusaha pada
indikator Starting a Business,
diusulkan apabila dapat dihilangkan
Izin Nama PNBP dan hanya akan ada
Ratifikasi PNBP untuk pendirian
badan usaha, serta dibilangkan biaya
terutama untuk DKM dengan Modal
di bawah Rp 2,5 Miliar, |
10 Revisi Peraturan  (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menteri Pekerjaan ‘ Masih dipersvaratkannya AMDAL Deregulasi
Umum dan atau UKL/UPL pada persyaratan
Perumahan mendirikan bangunan scmentara
Rakyat Nomor S Amdal atau UDKL/UPL yang diatur
Tahun 2016 dalam Undang-Undang Nomor 32
tentang Izin Tahun 2009 tentang Perlindungan
Mendirikan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bangunan Gedung hanya dipersyaratkan dalam
mengurus perizinan Lingkungan
dalam rangka kegiatan usaha bukan
perizinan mendirikan bangunan
(b) Hambatan:
‘ Perlu adanya revisi Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahban
Rakyat Nemor 5 Tahun 2016 tentang
lzin Mendirikan Bangunan, dengan
menghapuskan persyaratan Amdal
atau UKL/UPL pada persyaratan
mendirikan bangunan sementara |
11 Revisi Peraturan [a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menteri ' Terdapat pengaturan mengenai: Deregulasi
Perindustrian 1, Kewsjiban Tingkat Komponen
Nomor 65/M- Dalam Neger [TKDN| merupakan
IND/PER/7/2016 salah satu bentuk proteksionisme
tentang perdagangan [non-taniff barrier|
Ketentuan dan vang ticdlak sesuai dengan
Tata Cara perjaniian internasional,
Penghitungan 2. Kewajiban TKDN hanya memaksa
Nilai Tingkat {stick) produsen produk
Komponen Dalam telekomunikasi untuk melakukan
Negeri Produk produksi dalam negeri, tanpa
Telepon Seluler, diimbangi dengan pembesian
Komputer ingentif.
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Arah Keranglka

Regulasi dan/atan

-82-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian jawab

Unit terkait/

Penanggung Instansi

Target
Penyelesaian

kebijakan regulasi

Genggam
(Handheld), dan
Komputer Tablet

(b) Hambatan:

1. Indonesia sering mendapatkan
pengaduan oleh negara lam akibat
dan implementasi TKDN melalui
World Trade Organization [WTO)
Beberapa negara yang merasa
dirugikan adalah Korea Selatan,
Amerika Serikat.

2. Dalam rangka mendorong industri
alat telekomunikasi dalam negeri,
pemerintah harus lebih bijak
dalam menyusun kebijakan
dengan menganjurkan produkai
dalam negeri vang diimbangi
dengan pemberian insentif fiscal
maupun nonfiskal, sehingga
harganya lebih kompetitif dari
produk serupa vang diimpor dan
luar negeri.

3, Terkait dengan hal di alas,
Pemerintah juga perlu membangun
industri komponen alat
telekomunikasi untuk mendukung
industri alat telekomunikasi dalam

Nomor
17/PMK.010/
2018 tentang
tentang
Perubahan Kedua
Atas Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
6/PMK.010/2017
tentang

perpajakan, kepabeanan dan cukai
atas impor peranti lunak dan barang
digital {HS code 9901) melalui
transmisi clektronik dinilai
berlebihan,

I(b) Hambatan:

Tidak ada satu negara di dunia vang
menerapkan aturan tersebut karena
dapat menycbabkan scjumiah
masalah yaitu:

negen. |
12 Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menterd Sampel: Sertifikat Fsaha Pariwizsata Deregulasi
Pariwisata Nomor Pasal 27
10 Tahun 2018 Sertifikat Usaha Panwisata
tentang diterbitkan oleh LSU Bidang
Pelayanan Pariwisata.
Perizinan Pasal 29
Berusaha Sertifikat Usaha Panwisata berlaku
Terintegrasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
secara Elektronik diterbitkan
Sektor Pariwisata (b) Hambatan:
1, Pada Peraturan ini tidak

tercantum persyaratan dan waktu

pemenuhan komitmen. Perlunya

standardisasi persyaratan dan

waktu penerbitan perizinan untuk

memberikan kepastian usaha bagl

pelaku usaha di bidang parnwisata,

2. Terdapat masa berlaku sertifikasi

usaha. Seharusnya sertifikast

berlaku scpanjang perusahaan

masih melakukan kegatan, |

13 Rovisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan

Menteri Keuangan Pengaturan perlakukan produk Deregulasi
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Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

-83-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Unit
Penanggung
jawab

Unit terkait/
Instansi

2020, No.622

Target
Penyelesaian

Penetapan Sistem = a.  Konsumen menjadi enggan
Klasifikasi Barang melakukan update terhadap
dan Pembebanan sofluxure perangkal keras vang
Tarif Bea Masuk dimiliki. Tanpa melakukan update
atas Barang Impor aplikasi secara berkala, konsumen
rawan mengalami serangan
pencurian data elektronik dan
maluxire,
b.  Menjamumya website website
vang menawarkan softreare ilegal,
¢, Pengenaan bea masuk sebesar 0726
saat ini dapat berubah dalam
beberapa tahun ke depan, Untuk
menylasatl bea masuk tersebut,
perusahaan akan mengenakan
tarif kepada konsumen.
Pemerintah perlu lebih kreatil
untuk mencart sumber-sumber
pemasukan pajak baru. namun
tidak terlalu kreatif dengan
menyasar transaksi produk digital. |
14. | Revisi Peraturan [a) Substansi: Direktorat Mengusulkan |
Menteri Sampel: [zin Berusaha Rumah Sakit Deregulasl
Keschatan Nomor [1zin Mendirikan dan Operasional
26 Tahun 2018 Rumah Sakat],
tentang Perizinan Pasal 33
Berusaha Persyaratan untuk memperoleh zin
Terintegrasi mendirikan Rumah Sakit
sccara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Sektor Keschatan. avat {1) huruf 2 terdin atas;

a, dekumen kKajuan dan perencanaan
bangunan yang terdiri dari
Feasibility Study FS), Detal
Engineenng Design dan master
plan; dan

b. pemenuhan pelayanan alat
keschatan.,

Pasal 34

Persvaratan untuk memperoleh zin

operasional Rumah Sakit

sebagaimana dimakeud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a, notifikasi Kementerian Keschatan
dan fatau dinas kesehatan sesua
dengan klasifikas: Rumah Sakirt,

b. profil Rumah Sakit paling secdikit
meliputi visi dan misi, lingkup
Kegiatan, rencana strategi, dan
struktur organisasi;

¢ isian instrumen self assessment.
sesual klasifikasl Rumah Sakit
vang meliputi pelavanan, sumber
daya manusia, peralatan,
bangunan dan prasarana, dan
administrasi managemen;

d. surat keterangan atau sertifikat
in kelayskan atau pemanfaatan
dan kalibrasi alat kesehatan;

e. sertilikat akreditasi; dan

f batas paling sedikit pemenuhan

WWW.
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No

Arah Keranglka
Regulasi dan/atan

kebijakan regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

-84-

Unit

Penelitian
jumilah tempat tidur untuk
Rumah Sakit penanaman modal
asing sesual dengan Kesepakatan
atau Kerja sama internasional.
Pasal 77 ayat (2)
Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku
Fsaha schagaimana dimaksud pacla
avat {1) diberikan paling lama untuk
jangka waktu 2 {dua) tahun.

jawab

Unit terkait/

Penanggung Instansi

Target
Penyelesaian

hasil pra registrasi

kuitansi/bukti pembayaran; dan
dokumen teknis berupa
kelengkapan dokumen registrasi
obat dan peoduk biologi mengacu
pada Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 24 Tahun 2017 tentang

mans

(b) Hambatan:
' a. Untuk Izin Mendirikan Rumah
Sakit masih dipersyaratkan FS
vang menambah persyaratan
pendirian rumah sakit. FS sudah
dihapus dar syarat Perizinan
Investasi sejak Tahun 1986,
namun masih dipersvaratkan
pada perizinan ini.
b. Detail Engineering Design
merupakan syarat dari IMB,
sehingga mengadi duplikasi
persvaratan perizinan
¢. Pemenuhan Komitmen yang
memakan waktu total 2 tahun 3
bulan peru distmplifikasi, |
15 | Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menteri Kominfo Pasal 4 Deregulasi
Nomor 7 Tahun Persetujuan atau penolakan
2018 tentang permohonan permzinan dan layanan
Perizinan vang diatur dalam Peraturan
Berusaha Menteri ini ditetapkan pada hari
Terintegrasi kerja yvang sama setelah
socara Elektronik permohonan diterima secara
Bidang lengkap paling lambat pukul 11.00
Komunikasi dan WIB.
Informatika. (b) Hambatan:
Melalui Sistem OSS, perwinan
dikeluarkan secara real-ime tanpa
harus membatas: jam permchonan
diterima oleh eistem. ‘
16. | Revisi Peraturan  (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
BPOM Nomor 26 Sampel: [zin Edar Obat Deregulast
Tahun 2018 Pasal 5
tentang Industri Farmas: untuk memperoleh
Pelayanan lzin Edar Obal sehagaimana
Perizinan dimaksud dalam Pasal 4 harus
Berusaha memenuhi persyaratan sehagal
Terintograsi berikut:
sccara Elektronik A, Surat pengantar;
Scktor Obat dan b, formulir registrasi;
Makanan pemyataan pendaflar;
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Arah Keranglka Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Penanggung

Penelitian jawab

Unit terkait/ Target
Instansi Penyelesaian

No Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

kebijakan regulasi

Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Obat,
& Sertifikat CPOB

Pasal 47 ayat (5)

Evaluasi atas dokumen persyaratan

Izin Edar Obat dilaksanakan dalam

paling lama:

a,  Paling lamsa 50 {lima puluh) Hari

registrasi Obat Pengembangan
Baru;

b, Paling lama 75 (tujuh puluh lima)
Hari untuk registrasi pertama
Obat Generlk Pertama oleh
Industri Farmasi yang
melakukan investasi di
Indonesia; dan

¢, Paling lama 100 {seratus) Hari
untuk registrast pertama Obat
Baru oleh Industri Farmasi vang
melakukan investasi di Indonesis.

(b) Hambatan:

a, Peraturan i belum
mengakomedast format
persvaratan komitmen Perizinan
Berusaha

b, Tzin Edar Obat merupakan [zin

Komersial, namun pada
persyaratan komitmen terdapat
Sertifikat CPOB yang juga
merupakan Izin Komersial. Hal ini
akan menciptakan duplikasi
periznan di bidang obat dan
makanan,

Waktu Evaluasi atas dokumen [zin
Edar Ohat dapat disederhanakan.

o

I7 | Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan |
Menteri Sampel: SIUP - [zin Usaha Toko Deregulasi
Perdagangan Swalayan ([UTS)

Nomor 8 Tahun Lampiran Persyvaratan

2020 tentang a. memiliki hasil analisa kondist
Pelayanan sosial ekonomi masyarakat bagi
Perizinan daerah yang belum memiliki
Berusaha rencana detail tata ruang wilayah
Terintegrasi atau zonast [dikecualikan untuk
secara Elektronik Mini market):

di Bidang b. memiliki surat zin lokasi dari
Perdagangan instansi yang berwenang bagi

daerah yang belum memiliki
rencana detasl tata ruang wilayah
atau zonasi; dan

¢, memiliki rencana Kemitraan
dengan Usaha Mikro dan [fsaha
Kecil

d. Teko Swalayvan vang terintegrasi
dengan Pusat Perbelanjaan atau
bangunan /kawasan lain.

e Memiliki rencana Kemitraan
dengan Usaha Mikro atau Usaha
Kecil.

{b) Hambatan:

l Tidak terdapat standardisasi bagi
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No

Arah Keranglka

Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

-86-

Unit

Penelitian
persyaratan yang harus dilampirkan
sebagai komitmen SIUP [UTS seperti
hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masvarakat dan rekomendasi darl
instansi yang berwenang, schingga
berpotensi menghambat perizinan

jawab

Unit terkait/

Penanggung Instansi

Target
Penyelesaian

a, Pada [zin usaha Satuan
Pendidikan, terdapat 2 jenis izin
dalam satu nomenklatur, yaitu
Izin Usaha dan Izin Operasional.
Hal tersebut dapat menimbulkan

tersebut,

" 18 | Revisi peraturan  (a) Substansi: " Direktorat Mengusulkan |
Monteri ESDM Sampel: [zin Usaha Penyediaan Dercgulasi
Nomor 39 Tahun Tenaga Listrik
2018 tentang Lampiran Peraturan Menteri,

Pelayanan menyvampaikan Komitmen berupa:
Perizinan 1. Profil pemchon;

Berusaha 2. Kemampuan pendanaan;
Terintegrasi 4. Studi kelavakan usaha
secara Elektronik penyediaan tenaga listrik.
Bidang 4. Lokasi instalasi;
Ketenagalistrikan 5. Diagram satu garis;

4. Jenis dan kapasitas usaha vang

akan dilakukan:

7. Jadwal Pembangunan;

8. Jadwal pengoperasian;

9, Persetujuan harga jual/sewa

jaringan dari Menteri ESDM;

10, Kesepakatan jual-beli tenaga

lstrik antara Pemohon dgn Calon
Pembeli tenaga listrik.
{b) Hambatan:

a, Persyaratan pemenuhan komitmen
diusulkan untuk dilakukan secara
online.

b. Perlu kejelasan pembagian peran
antara pusat dan dacrah. terutama
pada persyaratan lokasi instalasi |

19 | Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan |
Menteri Sampel: [zin Usaha Satuan Dercgulasi
Pendidikan dan Pendidikan
Kebudayaan Persyaratan |zin Usaha:
Nomor 25 Tahun a. izin lokasi,
2018 tentang b.  izin lokasi perairan;
Perizinan ¢, tin lingkungan; dan/atau
Berusaha d. IMB.
Terintegrasi Persyaratan lzin Operasional:
secara Elektronik a. hasll studi kelayakan,
Scktor Pendidikan b. is pendidikan;
Dan Kebudayaan ¢, jumiah dan kualifikasi pendidik
dan tenaga kependidikan;

d. sarana dan prasarana

pendidikan;
pembiayaan pendidikan;

. sistem evaluasi dan sertifikasi;

dan

g manajemen dan proses

{ pendidikan.
(b) Hambatan:
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Arah Keranglka
No Regulasi dan/atan

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Unit terkait/
Instansi

Target

Pena n
ngEung Penyelesaian

kebijakan regulasi

Penelitian

ketidakpastian bagi investor

b,  Nomenklatur Iz Operasional
sebagaimana dimaksud tidak
tecantum pada PP 24 /2018
maupun Permendikbud
25/2018

., Perlu kejelasan pembagian
wewenang antara Pusat dan
Daerah. terutama pada evaluasi
pemenuhan komitmen.

jawab

a  identitas Pemberi Kerja TKA;

b, jumlah tenaga kerja Indonesia
vang dipekerjakan;

c rencana penyerapan tenaga kerja
Indonesia getiap tahun;

d, rencana penggunaan TKA setlap
tahun sesuai perjanjian kerja atau
perjanjian pekerjaan;

~ 20 | Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Menguaulkan |
Badan Pengawas Sampel: Penetapan Laboratorium Deregulasi
Tenaga Nuklir Keselamatan Radiasi
Nomor 6 Tahun Lampiran 1
2018 tentang 1. dokumen sistem manajemen;
Persyaratan dan 2. rekaman kualifikas) dan
Tatacara kompetensi personil;
Perizinan 4. rekaman kondisi lingkungan;
Berusaha 4. rekaman penggunaan dan
Terintegrasi penyimpanan peralatan
secara Elektronik 5. metode ujl dan pengendalian
Sektor data;
Ketenaganukliran 6. rekaman validasi metode uji;
7. rekaman kalibrasi peralatan;
8, walidasi metode dan rekaman
pelaksanaan pengecekan antara;
9. rekaman pelaksanaan uji
banding;
10, rekaman pemantavan dosis
personil uj;
11, bukti penerapan jaminan mutu,
12, pelaporan hasil uji;
13, Pembayaran Biaya.
Lampiran 2
Penetapan laboratorium keegelamatan
radiasi 60 hari
(b) Hambatan:
a. Penyederhanaan persyaratan
pemenuhan komitmen Perzinan
Berusaha
b. Perlu diperjelas mekanisme
pembayaran PNBP melalui sistem
QSsS |
21 Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menteri ' Sampel: Rencana Penggunaan Tenaga Deregulasi
Ketenagakerjaan Kerja Asing |[RPTKA)
Nomor 10 Tahun Pasal 11 ayat (1)
2018 tentang Untuk mendapatkan RPTKA, Pemberi
Tata Cara Kerja TEA harus mengajukan kepada
Penggunaan Dirjen atau Dircktur melalui TKA
Tenaga Kerja Online dengan cara:
Asing Mengisi:
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No

Arah Keranglka

Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

]

-88-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian jawab
e, data Tenaga Kerja Pendamping;

cdan
f. alasan penggunaan TKA,
Mengunggah:

a.  rancangan perjanjian kerja atau
perjanjian pekerjaan;

b, bagan struktur organisasi;

[ sural pernyataan untuk
penunjukan Tenaga Kerja
Pendamping:

d.  surat pernyataan untuk
melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sesual dengan
kualifikasi jabatan yang diduduki
oleh TKA; dan

e, surat permyataan kondisi darurat
dan mendesak darf Pemberi Kerja
TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA
mempekerjakan TKA untuk
Pekerjaan Bersifat Darurat dan
Mendesak.

Notifikasi dan Pembayaran Dana

Kompensasl Penggunaan Tenaga Kerja

Asing:

a,  Pemberi Kerja TKA vang akan
mempekerjakan TKA wajib
melakukan permohonan Notifikast
kepada Dirjen.

b. Setiap Pemberi Kerja TKA vang
mempekerjakan TEA wajib
membayar DEKP-TKA vang
besarnya US$ 100 |seratus dollar
Amerika Serikat) per jabatan per
orang per bulan sebagai PNBP
atau Penerimaan Daerah,

Pasal 14 ayat (2)

Paling lambat 2 {dua) hari setelah TKA
dipekerjakan, Pemberi Kerja TEA
wajib mengajukan permoheonan
RPTKA kepada Dirjen atau Direktur
melalui TRA Online.

Hambatan:

RPTKA merupakan izin vang
tercantum dalam lampiran PP

24 /2018, sehingga pemrosesannya
dilakukan melalui sistem OSS
Namun pada Permenaker disebutkan
bahwa pemrosesan izin tersebut
melalui sistem TRA Online sehingga
tidak harmonis dengan PP 24/2018.

Penanggung

Unit terkait/ Target
Instansi Penyelesaian

22

Revisi Peraturan
Menterd
Perhubungan
Nomor 88 Tahun
2018 tentang
Norma, Standar,
Prosedur dan
Kriteria Perizinan

‘!‘_orintomu

Substansi: Direktorat

Sampel: Persetujuan Hasil Analisis Deregulasi

Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN].

Pasal 2 ayat |1)

Perizinan OSS schagaimana dimaksud

pada avat (1} dilaksanakan melalui:

a, pengajuan permohonan dan

sistem aplikasi perizinan vang
sudah terintegrasi dengan
Online Single Submission (OSS),

Mengusulkan :

www.peraturan.go.id



Arah Keranglka
Regulasi dan/atan

kebijakan regulasi
sccara Elektronik
Scktor
Perhubungan di
Bidang Darat

(b)

-89-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan

Penelitian jawab
b. mengisi webform dalam hal
perizinan belum memihki
sistem aplikasi; atau
¢ pengajuan permohionan secara
manual kepada Menteri c.q
Direktur Jenderal dalam hal
ketentuan sebagaimana
maksud dalam huruf a atau
huruf b befum dapat
dilaksanakan
Hambatan:
Izin masih dapat diajukan sccara
manual dan ditandatangani oleh
Dirjen Perhubungan Darat, yang
menunjukkan proses masih manual
dan tidak melalui O8S.

Unit terkait/

Penanggung Instansi

2020, No.622

Target
Penyelesaian

Revisi Peraturan
Menteri Keuangan
Republik
Indonesia Nomor
71/PMK.04/2018
tentang
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
socara Elektronik
di Bidang
Kepabeanan,
Cukai, Dan
Perpajakan

(a)

(b)

Substansi:

Sampel: [zin Penyelenggara TPB

Pasal 2 ayat [1)

Untuk mendapatkan 1zin

penyelenggara/ pengusaha TPH,

Pelaku Usaha yvang bermaksud

menjadi penyelenggara/ pengusaha

TPB mengajukan permohonan kepada

Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pelayanan ftama

Bea dan Cukai

Pasal 10 ayat [1)

Pelaku Usaha yang bermaksud

menjadi penyelenggara /pengusaha

TPB schagaimana dimaksud dalam

Pasal @ ayat | 1), harus melakukan

prmaparan proses bisnis dan

pemenuhan kriteria sebagatmana
dimaksud dalam Pasal @ ayat |2)
huruf b, kepada Kepala Kantor

Wilayvah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan

tama Bea dan Cukai,

Hambatan:

a. Permochonan zin Penyelenggara
TPE masih diajukan kepada
Kepala Kanwil Dirjen Bes Cukai.
Izin tersebut masuk ke dalam
lampiran PP 24 /2018 sehingga
pemrosesan izin scharusnya
melalui Sistem OSS,

b.  Masih dipersyaratkan pemaparan
proses bisnis dan pemenuhan
kriteria, yang bertentangan
dengan semangat OSS yang
menghilangkan proses tatap
muka antara pemohon dan
pemberi izin.

Direktorat
Deregulasi

Mengusulkan :

24

Revisi Peraturan
Menteri Koperasi
dan UKM Nomor
11 Tahun 2018
tentang Perizinan

Substansi:

Pasal 8 ayat |2

Pemenuhan Komitmen scbagaimana
dimaksud pada avat {1) disampaikan
Berupa dokumen dalam bentuk

Direktorat
Deregulasi

Mengusulkan |
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Arah Keranglka

Regulasi dan/atan

-90-

Unit terkait/ Target
Instansi Penyelesaian

kebijakan regulasi
Usaha Simpan
Pinjam Koperasi  (b)

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung
Penelitian jawab
hardoopyy,
Hambatan:

Penvampaian Pemenuhan Komitmen
disampaikan dalam bentuk hardeopy
tidak sesuai dengan semangat OSS
vaitu segala bentuk penyampaian
dokumen disampaikan melalui sistem

Nomor 14 Tahun
2018 tentang Izin
Lokasi

(t)

Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintzhan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah
otonoem

Pasal 13 ayat 3

Dalam hal jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada avat {1} berakhir dan
Pelaku Usaha tbdak menyampaikan
permohonan pemenuhan komitmen,
Izin Lokasi dinyatakan batal.

Pasal 14

Rantor Pertanahan menindaklanjuti
permobonan pemenuban komitmen
sebagaimana dimaksod dalam Pasal
13 ayat (2) dengan melakukan
pertimbangan teknis pertanahan,
Pasal 17 ayat 2

Pemberian persetujuan Pemenuban
Komitmen Izin Lokasi lintas Daerah
Kabupaten /Kota dalam 1 [satu}
Provinsi maupun antar Daerah
Provinsi, ditandatangani oleh masing-
masing Bupati/Wali Kota atau pejabat
yvang ditunjuk.

Pasal 19

Dalam hal di atas tanah [zin Lokas)
telah terbit izin usaha pertambangan
dan/atau zin usaha lainnya, harus
mendapat persetujuan darl pemilik
tanah atau pemegang izin usaha
pertambangan danfatau izin usaha
lsinnva,

Hambatan:

Pasal | angka 10 jo. Pasal 15
scharusnva peraturan ini secara
eksplisit menjadikan PTSP Provinsi
dan Kabupaten /Kota sebagai instansi
vang berwenang dalam memberikan
persetujuan pemenuhan komitmen
izin agar sejalan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017.

Pasal 13 ayat J

Berdasarkan teknik pembentukan
peraturan perundang-undangan,
scharusnya menggunakan kata "tidak
berlaku” terhadap produk TUN vang
tidak terpenuhi persyaratannya,
Pasal 14

085 |
25 Revisi Peraturan (a) Substansi: Direktorat Mengusulkan
Menteri ATR/BPN Pasal 1 angka 10 Deregulasi

www.peraturan.go.id



No

Arah Keranglka
Regulasi dan/atan

kebijakan regulasi

91-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
Apakah kewenangan dalam
pemberian pertimbangan teknis
terhadap 1zin Lokasi vang lokasinya
ada di hintas kabupaten /kota tidak
menjadi kewenangan Kepala Kantor
Wilayvah Pertanahan sehagaimana
halnya vang diatur dalam Pasal 26
tentang Monitoring dan Evaluasi?
Pasal 17 ayat 2
Apakah gubernur melalui PTSP
provinsi tidak lagi memiliki
kewenangan penerbitan zin lokasi
lintas kabupaten/kota? Hal ini karena
ketentuan dalam avat ini mempersulit
investor dalam memperoleh izin
lokasi
Pasal 19
Perlu ditambahkan keterangan
mengenai pada tahapan apa
persetujuan pemilik izin usaha
diperlukan,

Unit
Penanggung
jawab

2020, No.622

Unit terkait/
Instansi

Target
Penyelesaian

Mengusulkan |

26 | Penggantian Kebutuhan dalam rangka Direktorat Seluruh
Peraturan BKPM penyelenggaraan Penilaian Kinerja PTSP Kerjasama DPMPTSP
Nomor 6 Tahun dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Pembinaan Provins,
2011 tentang Berusaha Kementerian/Lembaga dan Teknis Kabupaten,
Tata Cara Pemerintah Daerah Perizinan dan Kota serta
Pelaksanaan, Nonperizinan Satuan Tugas
Pembinaan dan Penanaman Kementerian
Pelaporan Modal Daerah | Lembaga dan
Pelayanan Pemerintah
Terpadu Satu Daerah
Pintu di Bidang
Penanaman Modal |
27 | Peraturan BKPM Kebutuhan sebagai pedoman jangka Direktorat Direktorat 2020 |
tentang Rencana menengah untuk pelaksansan program, Perencanaan | Perdagangan,
Strategis BKPM kegiatan dan anggaran di lingkungan Industri Investasi dan
Tahun 2020 - BEPM pada Tabun 2020-2024. Agribisnis dan | Kerjasama
2024 Sumber Daya | Ekenomi
Alam Lainnva | Internasional,
Kementerian
PPN/ Bappenas
serta seluruh
Unit Kerja di
Lingkungan
) i _ - - - o | BKPM |
28 | Persturan | Kebutuban sebagai pedoman arah T Unit Direktorat | Seluruh Unit | Mengusulkan |
Presiden tentang kebjjakan jangka panjang di bidang Perencansan | Kerja di pada tahun
Rencana Umum penanaman modal Tahun 2025-2015 Industn Lingkungan 2024
Penanaman Modal Manufaktur | BKPM
29 | Revisi Peraturan Kebutuhan restrukturisasi organisasi di Biro Umum Seluruh Unit 2020
BKPM Nomor 10 Unit Deputi Bidang Pelayanan Esclon 11 di
Tahun 2018 Penanaman Modal dan Unit Deputi Lingkungan
tentang Bidang Kerjasama Penanaman Modal Unit Deputi
Perubahan pasca inplementasi Omnibus Law RUL Bidang
Keempat atas Cipta Kerja. Pelayanan
Peraturan Badan Penanaman
Koordinasi Modal dan

Penanaman Modal
Nomor
90/SK/2007

Unit Deputs
Bidang
Kerjasama

www.peraturan.go.id
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Arah Keranglka

-02-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Unit

Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung bl Tmat.
kebijakan regulasi Penelitian jawab s RS-
tentang Penanaman
Organisasi dan Maodal
Tata Kerja Badan
Koordinasi
Penanaman Modal

30 | Pencabutan | Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Badan 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Pengusahaan
BKPM Nomor 8 schagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Kawasan
Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi Perdagangan
tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Bebas dan
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelayvanan Pelabuhan
Wewenang Penanaman Bebas Batam,
Pemberian Izin Modal Badan
Prinsip Pengusahaan
Penanaman Modal Kawasan
Kepada Kepala Perdagangan
Badan Bebae dan
Pengusahaan Pelabuhan
Eawasan Bebas Bintan
Perdagangan Wilayah
Bebas dan Kabupaten
Pelabuhan Bebas Bintan, Badan
Batam, Kepala Pengusahaan
Badan Kawasan
Pengusahaan Perdagangan
Kawasan Bebas dan
Perdagangan Pelabuhan
Bebas dan Bebas Bintan
Pelabuhan Bebas Wilayah Kota
Bintan Wilayah Tanjung
Kabupaten Pinang dan
Bintan, Kepala Badan
Badan Pengusahaan
Pengusahaan Kawasan
Kawasan Perdagangan
Perdagangan Bebas dan
Bebas dan Pelabuhan
Pelabuhan Bebas Bebas
Bintan Wilayah Kartmun
Kota Tanjung
Pinang dan Kepala
Badan
Pengusahsan
Eawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan Bebas
Karimun |

J1 | Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Badan 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kena di Pengusahaan
BKPM Nomor 9 sebagaimana diamanatkan calam Lingkungan Kawasan
Tahun 2013 Peraturan Pemerintaly Nomor 24 Tahun Unit Deputi Perdagangan
tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Bebas dan
Peolimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelavanan Pelabuhan
Wewenang Penanaman Bebas Batam,
Pemberian Izin Madal Badan
Usaha Dalam Pengusahaan
Rangka Kawasan
Penanaman Modal Perclagangan
Kepada Kepala Bebhas dan

www.peraturan.go.id



Arah Keranglka

-O03-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Unit

2020, No.622

Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung bl Tmat.
kebijakan regulasi Penelitian jawab e RS-
Badan Pelabuhan
Pengusahaan Bebas Bintan
Kawasan Wilayah
Perdagangan Kabupaten
Bebas dan Bintan, Badan
Pelabuhan Bebas Pengusahaan
Batam, Kepala Kawasan
Badan Perdagangan
Pengusahaan Bebae dan
Kawasan Pelabuhan
Perdagangan Bebas Bintan
Bebas dan Wilayah Kota
Pelabuhan Bebas Tanjung
Bintan Wilayah Pinang dan
Kabupaten Badan
Bintan, Kepala Pengusahaan
Badan Kawasan
Pengusahasan Perdagangan
Kawasan Bebas dan
Perdagangan Pelabuhan
Bebas dan Bebas
Pelabuhan Bebas Karimun
Bintan Wilayah
Kota Tanjung
Pinang dan Kepala
Badan
Pengusahaan
Kawasan
Perdagangan
Bebas dan
Pelabuhan Bebas
Karimun

J2 | Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Dewan 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kena di Kawasan
BKPM Nomor 10 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Sabang
Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Depuat
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelayanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Prinsip
Penanaman Modal
Kepada Dewan
Kawasan Sabang

33 | Pencabutan Kebutuban dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Dewan 2020
Peraturan Kepala kemudahan berusaha bagi investor Kerja dh Kawasan
BKPM Nomeor 11 sebagammana diamanatkan dalam Lingkungan Sabang
Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi
tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelavanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Usaha Dalam
Rangka
Penanaman Modal
Kepada Dewan
Kawasan Sabang

J4 | Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala kemudahan berusaha bagi investor Kena di Kawasan
BKPM Nomor 1 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekenomi

www.peraturan.go.id



2020, No.622

-94-

Arah Keranglka Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit Unit terkait/ Target
Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung foata sy PanyeSesaian
kebijakan regulasi Penelitian jawab
Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi Khusus Sei
tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Mangke:
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelavanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Prinsip
Penanaman Modal
Kepada Kopala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Sei
Mangkei

J5 | Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala kemudahan berusaha bagi investor Kena di Kawasan
BKPM Nomor 2 sebagatmana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonormi
Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Depati Khusus Sei
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang Mangkei
Pelimpahan Herusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelavanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Maodal
Usaha Dalam
Rangka
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Sei
Mangkei

36 | Pencabutan | Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Kawazan
BKPM Nomor 1 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonomi
Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Depuati Khusus
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang Tanjung
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelavanan Lesung
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Prinsip
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung
Lesung

a7 Pencabutan | Kebutuhan dalam rangka memberikan Sefurub Uit Administrator 2020
Peraturan Kepala kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Kawasan
BKPM Nomor 2 schagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonomi
Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi Khusus
tentang 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Tamung
Pelimpahan Berusaha Termntegrasi secara Elektronik. Pelavanan Lessung
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Maodal
Usaha Dalam
Rangka
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung
Lesung

www.peraturan.go.id
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Arah Keranglka Urgensi Pembentukan Berdasarkan Unit Unit terkait/ Target
Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung foata sy PanyeSesaian
kebijakan regulasi Penelitian jawab

38 | Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala kemudahan berusaha bagi investor Kena di Kawasan
BKPM Nomor 4 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonormi
Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi Khusus Pala
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelavanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Prinsip/lzin
Investasi
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Palu

49 | Pencabutan | Kebutuhan dalam rangka memberikan Selurub Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Kawasan
BKPM Nomor 5 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonomi
Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputd Khusus Palu
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang
Pelimpahan Berusaha Terintegras: secara Elekironik. Pelayanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Usaha Penanaman
Modal Kepada
Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Palu |

40 | Pencabutan | Kebutuhan dalam rangka memberikan Seluruh Unit | Administrator 2020
Peraturan Kepala | kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Kawazan
BKPM Nomor 2 sebagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekenomi
Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Depuati Khusus
tentang 2018 tentang Pelavanan Perizinan Bidang Mandalika
Pelimpahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pelavanan
Wewenang Penanaman
Pemberian Izin Modal
Prinsip/Izin
Investasi
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Mandalika

41 Pencabutan Kebutuhan dalam rangka memberikan Sefurub Uit Administrator 2020
Peraturan BKPM kemudahan berusaha bagi investor Kerja di Kawasan
Nomor 3 Tahun schagaimana diamanatkan dalam Lingkungan Ekonomi
2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Unit Deputi Khusus
Pendelegasian 2018 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Tamjung Api-
Eewenangan Berusaha Termntegras: secara Elektronik. Pelavanan Api
Penerbitan Penanaman
Pendaftaran Maodal
Penanaman Modal
Dan Izin Usaha
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung
Api-Api

www.peraturan.go.id
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Arah Keranglka
Regulasi dan/atan
kebijakan regulasi

-06-

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Unit
Penanggung
jawab

Unit terkait/
Instansi

Target
Penyelesaian

42

Pencabutan
Peraturan BEPM
Nomor 4 Tahun
2018 tentang
Pendelegasian
Kewenangan
Penerbitan
Pendaftaran
Penanaman Modal
Dan Izin Usaha
Penanaman Modal
Kepada Kepala
Administrator
Kawasan Ekonomi
EKhusus Arun
Lhokseumawe

Kebutuhan dalam rangka memberikan
kemudahan berusaha bagi investor
sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintaly Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelavanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Seluruh Unit
Kena di
Lingkungan
Unit Deputi
Bidang
Pelavanan
Penanaman
Modal

Administrator
Kawasan
Ekonormi
Khusus Arun
Lhokseumawe

2020

43

Revisi Peraturan
BKPM Nomor 5
Tahun 2019
tentang
Perubahan atas
Peraturan Badan
Koordinasi
Penanaman Modal
Nomor 6 Tahun
2018 tentang
Pedoman dan
Tata Cara
Perizinan dan
Fasilitas

Penanaman Modal |

Kebutuhan penyesuaian terhadap Tata
Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal pasca implementasi Omeabus Law
ROUU Cipta Kerja.

Direktorat
Pelavanan
Perizinan
Berusaha dan
Direktorat
Pelayanan
Fasilitas
Berusaha

2020

a9

Revisi Peraturan
Kepala BEPM
Nomor 6 Tahun
2013 tentang
Pedoman dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Bidang
Penanaman Modal
Tinglkat Pertama

'Revisi Peraturan

Kepala BEPM
Nomor 22 Tahun
2015 tentang
Tugas Belajar dan
Izin Belajar di
Lingleungan Badan
Koordinasi
Penanaman Modal

Kebutuhan dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan kepada
Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan
DPMPTSP di Seluruh Kabupaten /Kota.

e ety T
| Kebutuhan dalam rangka peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan kepada
Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan
DPMPTSP di Seluruh Kabupaten/ Kota,

Pusat
Pendidikan
dan Pelatihan

Pusat
Pendidikan
dan Pelatihan

Seluruh Unit
Kerja di
Lingkungan
BKPM dan
DPMPTSP di
Seluruh
Kabupaten/
Kota

| Seluruh Unit

Kerja di
Lingkungan
BKPM dan
DPMPTSP di
Seluruh
Kabupaten/
Kota

Mengusulkan ‘

Mengusulkan |

46

Peraturan BKPM
tentang Pedoman
Pengembangan
Kompetensi
Pegawai Aparatur
Sipil Negara

Kebutuhan dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan kepada
Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan
DPMPTSP di Seluruh Kabupaten / Kota.

Pusat
Pendidikan
dan Pelatihan

Seluruly Unit
Kerja di
Lingkungan
BKPM dan
DPMPTSP di
Seluruh

Mengusulkan ‘

www.peraturan.go.id
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Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Unit

2020, No.622

Penanaman Modal

Regulasi dan/ataun  Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penanggung bl Ta:gat.
kebijakan regulasi Penelitian jawab e RS-
Bidang Kabupaten/
Penanaman Modal Kota

47 | Revisi Peraturan | Kebutuhan dalam rangka peningkatan Pusat Seluruh Unit Mengusulkan |
BKPM Nomor 6 kualitas pendidikan dan pelatihan teknis Pendilikan Kerja di
Tahun 2013 Pelayanan Terpadu Satu Fintu Bidang dan Pelatthan | Lingkungan
tentang Pedoman | Penanaman Modal Tingkat Pertama BKPM dan
dan Evaluasi kepada Unit Kerja di Lingkungan BKPM DPMPTSP di
Penyelenggaraan dan DPMPTSF di Scluruh Seluruh
Pendidikan dan Kabupaten/Kota Kabupaten/
Pelatihan Teknis Kota
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu Bidang
Penanaman Modal
Tingkat Pertama

48 | Revisi Peraturan Kebutuhan dalam rangka peningkatan Inspektorat - Mengusulkan |

BKPM Nomeor 12 kualitas penanganan pengaduan dan
Tahun 2015 investor di BKPM
tentang
Penanganan
Pengaduan di
BKPM

49 | Peraturan BEPM Kebutuhan dalam rangka peningkatan Inspektorat - Mengusulkan |
tentang Tata kualitas penanganan pengaduan dari
Ganti Kerugian mvestor di BKPM

50 | Peraturan BEPM Kebutuhan dalam rangka Seluruh Unit | Seluruh 2020
tentang penvelenggaraan dekonsentras: kepads Kena di DPMPTSP
Pelimpahan dan DPMPTSP Provinsi untuk Tahun Lingkungan Provined
Pedoman Anggaran 2021 Deputi Bidang
Penyelenggaraan Pengendalian
Dekonsentrasi Pelaksanaan
Bidang Penanaman
Pengendalian Maodal
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Tahun Anggaran
2021

51 | Revisi Peraturan Kebutuhban dalam rangka peningkatan Seluruh Unit | Seluruh Mengusulk&?
BKPM Nomeor 7 kualitas pengendalian pelaksanaan Kena di DPMPTSP
Tahun 2018 penanaman modal di Tingkat Pusat dan Lingkungan Provinsi dan
tentang Pedoman | Dacrah. Depati Bidang | Kabupaten/
dan Tata Cara Pengendalian | Kota
Pengendalian Pelaksanaan
Pelaksanaan Penanaman
Penanaman Modal Modal

52 | Perubahan Kebutuhan dalam rangka peningkatan Biro Umum | Selurub Unit Mengusulkan |
Peraturan BKPM kualitas Tata Naskah Dinas di Kerja di
Nomor 1 Tahun Lingkungan Badan Koordinasi Lingkungan
2018 tentang Penanaman Modal BKPM
Pedoman Tata
Naskah Dinas
Badan Koordinasi

www.peraturan.go.id
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Unit

Penanggung

jawab

Arah Kerangka Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Regulasi dan/ataun Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
kebijakan regulasi Penelitian

| 53 | Perubahan Kebutuhan dalam rangka peningkatan
Peraturan BEKPM kualitas Tata Naskah Dinas Elektronik di
Nomor 2 Tahun Lingkungan Badan Koordinasi
2018 tentang Penanaman Modal
Pedoman Tata
Naslkah Dinas
Elektronik Badan
Koordinasi
Penanaman Modal

Biro Umum

Unit terkait/ Target
Instansi Penyelesaian
| Seluruly Unit Mengusulkan
Kerja di
Lingkungan
BKPM

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 111
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA

STRATEGIS

BADAN

PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

Nama Proyek Prioritas

Strategis

Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas:
Makanan dan Minuman,

Tekstil dan Pakaian Jadi,

Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi

Manfaat

Meningkatnya
kontribusi industri
dalam PDB menjadi
21,0 %

Indikasi
Pendanaan
{Rp Triliun)

245,8
* AFBN: 13
e BUMN: 1259
e Swasta: 106,9

2020, No.622

KOORDINASI

Pelaksana

a.l Kemenperin,
Kemendag, Badan
Usaha (BUMN/
Swasta)

2 | 10 Destinasi Pariwisata ¢ Meningkatnya 161 a.l Kemenparekraf,
Prioritas: Danau Toba, devisa sektor |APBN, KPBU, KemenPUPR, Pemda, |
Borobudur Dskt, Lombok- panwisala memgadi BUMN, Swasta} | Badan Usaha
Mandalika, Labuan Bajo, 30 miliar USD (BUMN/ Swasta)
Manado-Likupang, (2024)

Wakatobi, Raja Ampat, o Meningkatnya

Bromo-Tengger-Semeru, jumlah wisatawan

Bangka Belitung, dan nusantara 350-

Morotai 400 juta
perjalanan dan
wisatawan
mancanegara 22,3
juta kunjungan
(2024)

3 | 9 Kawasan industri di Industrialisasi di 3174 al KemenESDM,
luar Jawa dan 31 Smelter luar Pulan Jawa, = AFPBN: 15,7 Kemenperin, BKPM,

mampu mencapail
target pertumbuhan
ekonomi di luar

Pulau Jawa

e Swasta: 176,0
* KPBU: 143
* BUMN: 1114

Pemda, Badan
Usaha
(BUMN/Swasta)l

www.peraturan.go.id
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1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Pr Mak dan M1 Tekstll dan Pakalan Jadl, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

Lutar
Belakung

Manfant

Durs
Indiknsl

Target dan

Pendanaan

Pelahvans

Hightight

Proyek

Latar
Belakang

2. 10 D

Nilai kontriiusi PRE edostrl inenunun soergocdi i bawals 20 persen, decggus ratinsti perombalian POB 4,39 =i rendali deed
pertumnbufuan cwaslnnal

Froduietivtas tonags oegn inclostrl aeomgist osmurn dalnm laju yaeg kb lambat dibandmgean peninghatan produkieatox tonagn kesp
nognmn lnin

Rootrituise elspor indusen lickonesia bebads redab dibandioghom desgan negara Chima, Filgnnae, Thadand, Vietoss dan Wby sia, dan
sebagan besar dospar Industit dan Eodonesse cosnsdin kandungan selenokgd yang ks rendah

¢ Futenm pemsnfaatan nknolog diptal seogat besar untuk meraghaton produktivitas den days sung octustn berbaes konten

3) Meningkatnya pertumboban POB indostel peagpdoban menjndi 8,1 persen. S i o .
25 Meninghatoys sontribeam indostri pengadaban dalam POB menjodl 23,9 persen
W Meningkatnye nilal ekspor prodek industrl pengolahian mergoch USD 1834 miliar

A3 Kootnbus ehs por produle ndostel bestefenokog) tingsd mecgadl 13 prrsen,

i perusahinm dengan nilal Svdonesia llvtrmqy 4 0 Readiness Mader (INLIT 4 "'f S0 meerocdl O8F perus
202 24 65 tabun)

1 deumdlatd)

INDIKASI TARGET INDIKAST FENDANAAN

2020 [ 2021 - 2023 2024 |
Korsnbus P08 | Kesdebame OB Kontribuw FO8 | Konenboad PDR | Kocdnibus POB Indusie | Rp 24887
nduastrn Inchumin Ievdustn | bfuosstns | Feogolnhaey 31% o AFHN Rp I3T
Forsgolnhan 19.7% | Fengolahasy (95%  Bogedshn; 2% | Progolnhan: 20,4% | Fertumbuobom #DI o Swasta Bp 169 T
PFertumbuban PO | Pertumbubinn POB - Bertumbabon FDOB [ Mortumbahan FOE | Incusen Mengodaban « BUMN Rp 12597
industn Inchomtn Inddustn Induatn | B %
Peognlahon: 5,05 Penygolnhan Pengodaban Mngolahnn

5.0 %7 | T.5%
werin, Renenkn Pere Ronoming, e o, kr‘!il‘:l*’llkf.‘l)‘nk!’l‘«zl:r e rmatek, VKrlnt;iu'ml".'b.'v'lll:Nélilril’-l - '-lngv‘rKl'P{',

KemenLHE, K/ L Minnya [Besaal A
!".nnl}, I}t_mm H,.{hu

g Dufonesio 4 & RemenPUPR, RemenESOM, Xementan, Bappenos, BRFN, Kemenaker dan Kemendagrl,

11 Hurmcsianes gerulurun dae kebijakan (Remenpein, b b, REPL, Resnenbka Fervkemmmian, Remenkeu, Remmadagn, Buppesis|

21 Pertosdens nlur alenn mnterial dan persrwpan standar keberdnopatan (Kemenpenn, Kemean®P, Kemmdayg, KemenX ¥, Kenuenl MK, Kementan,
KenmnE SOM, Kemenkeu)

51 Pengembangin ekeositem movasi, infrastrikiure digital chean insentid inwstnme teknclog | Kemenristeie, Kemnenparin, Kemenkomind,

Nilai kantrdusl FOS mdostr menurun svergoci di Bawady 20 persen, decsgait retioratn perumbahion FDB 4.5% lebdi rendul deet
pertumliubian peslonal

roduietivtas tenngs orn inchustrl senimgest nemun dolum Lo vang ebily lembat cibandmglean peningkatan peoduktantes tenogn keoa i
negora lain

Hontibuise ehsepor indostr lickoaesia lebal condals dibanlisgdoan deogen ne g rinn, Filiping, Thalland, Vietoawes dan Mabgsea, dan
sebagan besar eldspor indusart dard donesse wendido Kandungan t=inoka) yang k=il rendal

Potens prensnfnatan nknolog digitnl menget beanr untuk meompkatan prochiktivitas dan days saing indusie Borbares fonten

e ||i, mvkral, Kenren kP, KenwenLHK, emenhi T KN, Rementan, Kemen BS0M, e o
41 Peninghtatan nvestas) [BEFM, Eemenpenin, Kesenko Perekooonmian)

5 Femberclayann 'IMFSM (Hemengerin, RemmKEUKM, #emenpareionl

i Pariwi Prioritas: Danau Tobs Dukt, Berobudur Dakt, Lombok-Mandaliks, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi,

Raja Ampat, lnno-'h.ét-hm Baugha Belitung, dan Morotai

Lautar

Belakang

Mamfunt

Duresl
ludikesd

Turget dan

Pendanuas

Powivisata Indooesa masih bertiapu gada Ball (A1 persen|. Peogrmbangan 10 Destitum Pariwisats Priortas seenbubs geliag pengembangn
chestitmal vang membenioa muardat ehkotun buagg maspurikal kol seielas Buli. Peaerintol meredamog pergtapan O deatefion supet pelonibus
hany 5 destloas) pariwisata poionitas lainmw.

il’Mm’mukanni\:b\ ;;{I;"fvau “wekior [xn\l\xuxn il H;'{"':"";' 3 |’.';u0|

J Mernngkatora devean dan saktor pormwisala mengacdi 30 miline US0D2024)

H Merimghkatrpn jominky wisntawan nusantam 350400 jota perjalsnan (X026) dan wisdamnn moncsnogamn 22,3 suta kunpmgan (2024)

202

5 tabuirg
INDIKAS] TARGET

2020 I 2021 2022 2023 l 2024 Total l
ePrrpren ITME | s Prpeen (TME | Perpaes (TME [ Ferocpmatun |+ Feroepatan 110 Kawnsan T
untuk Horabudur | unbiak Labosn undusk oy mirnsktur, mfrmstrakiur, Frioritas Belesal IAFEIN, KFEIT,
dhwiel, nnan Bap, Manado- Mgl |1 005 pemiberdaynan penbenlayaen 10056 BUMN, Swasta)
Toba duiet, dan Likupang, BTS, | e Pecoepatan musynraiest dan mnmyarakst can
Lambek (100%) Waknlodi, mfrostruktar, nvewtne i BTS mventam i BT
* Prayununan Maretnl, Bungks Pt ayar chan Waloviob: dan Wakestnhi

1T urduk HBaltturg (100r%) Iasyareiat doly Lt 1O
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Portwisota Indoneswa mosih iznuv:npni ;w‘ﬁ Bali {él Persen| I‘ﬁ'a-mlmnwvﬁ 10 Destinam Parwisota Friorftas meebule }"ll';\llﬂ ptnww’ub-mmn

:':;:un. castinasl vang membenian mondsat ekonom) bagl mossurakat il sedelas Baki Pemerintah neodomng penstopan 3 destimasd super prioritas
5 cestlonsl panwissta poioritas lanimya

Labisas Bajo, T Feuminan [Tuestan & ETE | o Feronpatan [+ Fervepsatan T
Manade ITMP unstisk Fogs iy Wadarols nfrustrukiar, mnfrastruktor,

At (40%| peoaberdanyasn pemberdaysan

* Pevoeputan | * Iyrepatam sy nrakat dan mnayarakst dan
Ecmeru (B, Infrastrukiur, mirnstroktur, mwestum d| mvestam ch
Walsatobs, pesuberduy wa et ritnyaan Murotad, Blnnghkn Marcean, Bangkn
Hunghka ity musyarakal dan masyaraest dan Belityung. dan Belitung, dan
dlan Moccbe invesbioe i mwetam o Fagn Ampat e Ampat
* Perospion Labuan bajo, dan | Moo, Bangka o) (100%|

mfrantriaktur, Munmlos 1 litung, dan
pembendaynnn Likugpuany (100%) Fayn Ampat
masyarnkat dan * Pocvepatan L2X%|
Iovwentas: i mfrastruktur,
Datyea Toba, pembentayan)
Horobadar deie mosyarnkat dan
Lambak | LOC%) Investam ch BTS

dan Wokatobd

0%
[TRUCIPORI £ 1 i par i ad, Hetue PUFR, Keenbib, Kemen DTk, ke et U KM, Keanen ESDM, Kemenaker, BRPM, BRFH,
Kemendagrs, Kemendees, Kemtndildanl, Kemenks Ke i dun Investast, K ho Perelecrosnan, Kemenkeu, KenenATR/BPN, Kemesibas,
KemenBUNN, Kemenday, Bappenax, Peroda, Badun e orita Kawusan Pariwesato, BUMN, Dunae Usalie s Mitre Pernbauguben
Wightight 1) Terintisan IMnunuu-ih}\';nuw—v.n\"\:rnwmvv;k-ﬁ-'l.-b:rmrm\‘l\e,‘iII'N, BHEIM) o ¥ z L i

Froyek 4 Femamganan wn Mesehuizung 10 BEF {KomenFUPR, Feoedw

N Prenbanginan Pelatiuhian dan Bandorn (Kemeohob, BUMNE

4 Pesnbanguan Uesa Wanta don Fastitow SUMDss (Kemenparssoral, Kespendes POTT, peadikbod, Xetoeoaker, RomenKUKM)

S Pemnbangunan Amenitas Kawasan Fariwisata (Kemem PIPR, Keronn M, Kemenkes, DNET, Pemda)

& Pembangunan dadam Wikayads don Xawasan [Kemeoparekraf, Kementao, KemeoRY, Kemoen LHK, BUMN, Badan Otonts, Kemneodog

3, 9 (Sembilan) Ka: Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

o Nia kontritaust FOB sdustn cendenang ieeoamin menjadl & bamali 20 persern, dengan rabas-rate pertumbo b POE 4 % atau tebillh rendaly
cari peetumbiuhan pasional
Kootnbum vkxpoe sndustn Indenaxss Wb renclah ddmevhinglom dengan nogan Chan, Filgunn, Thadaesd, Vietuam dan M

mymu, clan wrbogian
Lutar bexnr ehxpar industn dani Indonesio memiliks Beulzngen lekoedogi vang kelah rersdah

Seddtar T1 peesen unpor lndooesla sdalal baban balos ad produl antara antul industn)

Kagusitiux induntrn domsestik yang talale mampar momenubn standar dean ksl tex yang detetaphons seb Glabat Value Chaaln

Perian guesn infrastruktor yang dilakukan selnma periods 2075
1l el terkoneks)

Nelaknng

D19 i Juar Maloy Jewa mesmnbukes akses posat-puast prodokss yaog selama

Masfust s ANAUAE Desbasis SOA ageo duils minerud stk peociptase nisal tambaly yore febih Tl O Toar Pulas Jawa
Durasi 2024 (5 tabwan) B ) X S
Indikasi INDIKASI TARGET | INDIKASIT
2020 I 2021 I 20227 2023 | 2024 | Total PENDARAAN
Pendnnoon RIS L | Rl berupernm Wi beregpernm 110 berrapernm TN berogarnm - 9 Rp 317,47
K | 4 KT Geumsulatfy 5 KF fenrmpulntad) T Kl Grumwintifh O K1 (eurmintd) Kl * AFBR Rp 157 T
Sowiter Stowfler barnpernxd | Stoofier Suwdter bernperuni: | Sowiler Sowilier beroperns o Samata: Rp 176,00
beroperam el for boroperumi A1 zowdier brogwron: 3| T
4 zumlinr bl 31 anwlier (kexmiedatil) ametder ommulatel) | 31 smeller o KERD Rp 1A T
eurmmintd Krmmualutif (kv if) MN: Rp 1114
i + - . . T
Pelaksana Kememiporia, KeoenESOM, KemeaPUPR, Keroenboby, KeenATRBPN, Kemen oo Peceloonomion, Kemenkey, BEPM, Kemen UK, KPPU,

S nstn

7\‘0""-’1“”":”, Kezneodoag, Kemen kP, ¥ementan, Kemenalorr, KeaenSOMN, Sennla,
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« N

dard pertombulian pesivnal

ontrtaas OB indiatn cendening menurun menjadi & bawah 20 persen, dengan ratasmra periumduben POS 4 3% atan lebih rendah

Koetribam ckrpoe sndustr Indonesis ibth rercinh ddwadinglonn dengan negsen Clan, Pilgunn, Thadand, Vietrans dan Malaywes, dan sebagin

Latar trennr ckspar industn dor indanesin memiliks Esadongan tekncdogi vang Jobds reoddah
D lakang

Seitar 71 persen lnpor Indoaealo odalah Dabyan balod a

Bapaaiten industn domestik yang tadae snumpo memenicd stuncar dae kissiins yang disetupban ofeh Globat Value Clasn
o Pambanguoan infraatruktur yang dilokukan seloma periode 20132019 o luar Milan
il Belum torkoneksl

a membules akses po

g-pusat produke: yng selnma

Hightight 11 Harmonisesi vegulast, Tals Fuang, ;-:amn;au
Proyeh Remenbeu, BKFMN, EomenLHK, Ko,
A F
N Pergembagan slimstrukior pendukucg (KemenPUTR, penhub, X
I Ferangks

1 Taallitani itarataal Koo Pereloeumian, Kemenperio O ESDM, Kemen ATH/ RPN,

sty KW insctustii din senedter (Swaata, Kensengenn, KemenZ80M, KeoeaBUMN, Bemenh TH/BFN|
; nenBILIMN|
ul (BKEM, Kern in, Kemendag, KeroenBONN)
5 Fasilitasi kimitrssn uaalu dan peaverdinns SDOM (Kemenperin, KemeiKUKM, Kementan, KemenkE, KemenlH K, Kemensker, Komenfi MN,
K¥PU)

1 Investas, peomanin e kegussma i
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